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ABSTRAK

Tujuan penditian ini untuk mengetahui variabel -variabel apa saja yang mempengaruhi
tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, diantaranya kesadaran wajib pajak,
kualitas pelayanan pagjak, sanks pgak, pendapatan, sosialisasi, dan pengetahuan
perpajakan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10522 kepala keluarga yang
seluruhnyatelah terdaftar sebagai wajib pajak pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten
Deli Serdang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster
proportional random sampling dengan menggunakan rumus slovin, sehingga diperoleh
99 kepala keluarga yang menjadi wajib pajak. Metode yang digunakan adalah analisis
regres linier berganda dengan bantuan aplikas software Statistical Package for the
Social Science (SPSS) vers 24. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara
simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pgjak, sanksi paak, pendapatan,
sosialisas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Secara parsial kualitas pelayanan pajak,
sanks pajak, pendapatan dan pengetahuan perpgjakan berpengaruh dan signifikan
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sementara faktor kesadaran
wajib pajak dan sosialisas menunjukkan hasil tidak berpengaruh dan tidak signifikan
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil uji koefisien
determinasi (R2) menunjukkan bahwatingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
mampu dijelaskan sebesar 61,5% oleh semua variabel di dalam penelitian ini, sedangkan
sisanya sebesar 38,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam
penelitianini.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanks Pajak,
Pendapatan, Sosialisas dan Pengetahuan Per pajakan.



ABSTRACT

The purpose of this study is to find out what variables affect the level of compliance
of land and building taxpayers, including taxpayer awareness, tax service quality, tax
penalties, income, socialization, and tax knowledge. The population in this study were
10522 households, all of which were registered as taxpayersin Kutalimbaru District,
Deli Serdang Regency. The sampling technique in this study is cluster proportional
random sampling using the Sovin formula, so that 99 households are obtained as
taxpayers. The method used is multiple linear regression analysis with the help of
Satistical Packagefor the Social Science (SPSS) software application version 24. The
results of this study indicate that simultaneous awareness of taxpayers, tax service
quality, tax sanctions, income, information dissemination and tax knowledge
influences significant positive effect on the level of compliance of land and building
taxpayers. Partially the quality of tax services, tax sanctions, income and tax
knowledge have significant and significant effect on the level of compliance of land
and building taxpayers, while the factor of taxpayer awareness and socialization
shows no significant and insignificant results on the level of land and building tax
compliance. The coefficient of determination test results (R 2) shows that the level of
compliance of land and building taxpayers can be explained by 61.5% by all variables
in this study, while the remaining 38.5% isinfluenced by other variables not contained
in this study.

Keywords: Awareness of Taxpayers, Quality of Tax Services, Tax Sanctions,
Revenue, Tax Information and Socialization.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesa adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan
kewagjiban setigp warga negaranya. Pada era globalisas seperti sekarang ini,
pemerintah banyak mel akukan pembangunan berupa sarana dan prasaranayyang
bertujuan untuk mensgahterakan rakyatnya. Hal ini  tentu sgja tidak terlepas
dari anggaran atau dana yang berasal dari setigp negara. Salah satu sumber
penghasilan bagi negara untuk mendana segala pengel uaran pemerintah dan
ekspans daam negeri berasal dari pgak. Tidak hanya karena kontribusnya
yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pgak juga berperan
sangat besar terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini karena pajak
merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribus kepada negara
karena merupakan cerminan dari gotong royong masyarakat dalam pembiayaan
negara yang diatur dalam undang-undang.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber yang termasuk ke
dalam pendapatan pgjak. Pada awvalnya Pgak Bumi dan Bangunan dikelola
oleh pemerintah pusat, namun setedah diberlakukannya Undang-undang
Republik Indonesa Nomor 28 Tahun 2009, Pgak Bumi dan Bangunan
merupakan pgak daerah/ kota, sehingga pemerintah daerah sekarang sudah
memiliki tambahan sumber Pendapatan Adi Daerah yang berasal dari Pgjak
Daerah salah satunya yaitu PBB. Berdasarkan dari pendapat Waluyo (2011)
“Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan wajib yang dibebankan

kepada orang pribadi atau badan usaha yang sudah jelas memiliki dan berhak



atas tanah atau bangunan yang ditempatinya atas perolehan manfaat yang telah
didapatkannya”. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak bumi dan bangunan
berkewgjiban untuk membayar pgjak sehingga masyarakatnya tetap dapat
menikmati saranadan prasaranayang disediakan oleh pemerintah. Hal ini tentu
sgja berdampak positif terhadap perekonomian negara, dimanamasyarakatnya
dapat hidup makmur dan sgahtera. Agar hd ini bisa terlaksana maka
keberhasilan dalam pemungutan pajak perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi
sesuatu yang sangat penting karena berdampak pada besarnya penerimaan
negaradari pajak.

Pemungutan pgjak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Daam hal
ini peranan aparat pajak sertakemauan untuk patuh dari wajib pgak itu sendiri
juga sangat diperlukan. Ha iniliah yang perlu menjadi perhatian pemerintah
untuk dapat mengatas dan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Sehingga
dengan begitu proses dalam pemungutan pajak dapat dilakukan dengan mudah.
Pentingnya hubungan kerja sama antara aparat pgjak dengan wagjib pagak
dibutuhkan untuk mensukseskan pemungutan pajak sehingga target yang
ditetapkan dalam penerimaan pajak dapat tercapai.

Adapun tempat dalam pendlitian ini yaitu pada salah satu dari 22 kecamatan
yang adadi Kabupaten Deli Serdang, yaitu pada Kecamatan Kutalimbaru yang
luasnya mencapal 174,92 km persegi dan terdiri dari 14 desa atau kelurahan
dan 100 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 40.656 jiwa. Untuk
mengetahui  tingkat kepatuhan masyarakat yang ada pada Kecamatan
Kutdimbaru Kabupaten Deli Serdang dalam memenuhi target di dalam

penerimaan PBB, penulis mengumpulkan berdasarkan data realisas PBB



untuk tahun 2014-2018 yang diperoleh pada saat melakukan riset di Kantor
Camat Kutalimbaru.

PadaTabe 1.1 di bawahini dapat kitalihat bahwarealisas peneriman PBB
pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Ddi Serdang tidak pernah mencapai
target. Informas yang didapatkan dari datarealisas di bawah ini menunjukkan
bahwa di Kecamatan Kutalimbaru masih ditemukan adanya pajak yang tidak
tertagih. Sdlain itu, target penerimaan pgjak bumi dan bangunan yang selau
meningkat pada setigp tahunnya juga berpengaruh terhadap besarnya realisas
penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal penting yang dibutuhkan agar
tercapainya kelancaran dalam proses pemungutan pajak yang baik yaitu,
adanya kemauan dari wajib pgak untuk patuh dengan secara teratur dan tepat
waktu dalam membayar pgjaknya. Hal ini berbanding terbalik dari gpa yang
dihargpkan, karena pada kenyataannya masyarakat belum patuh dalam
memenuhi kewgjiban perpgakannya.

Tabd 1.1 Data Penerimaan PBB Kecamatan Kutalimbaru Tahun 2014-2018

No | Tahun | SPPT Target Realisas Selisih Per sentase
Penerimaan Penerimaan %
1 2014 | 10.216 963,409,696 452,204,522 | 511,205,144 46,94
2 2015 8.373 819,025,333 571,343,142 | 247,682,191 69,76
3 2016 9.010 895,433,650 875,956,303 19,477,347 97,8
4 | 2017 9.032 | 1,093,618,608 | 800,069,894 | 293,548,714 73
5 2018 9.711 | 1,416,697,940 | 811,209,652 | 605,488,288 57,3

Sumber : Argp Kantor Pemerintahan Kecamatan Kutalimbaru, 2019
Pada Tabel 1.1 diatas dapat terlihat bahwa persentase rencana penerimaan
PBB di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Dedli Serdang cenderung tidak stabil,
dimana persentase penerimaan PBB antara tahun 2014-2016 sempat mengalami
kenaikan , namun di tahun 2017-2018 kembdi mengalami penurunan. Meskipun

begitu, tetap sga target penerimaan di tigp tahunnya tidak pernah mencapa



target. Padahal besarnyatarif PBB di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli
Serdang hanya sebesar 0,1 % - 0,2 % setigp tahunnya dengan ketetapan NJOP
sampal batas Rp.1.000.000.000 (1 milyar rupiah) dikenakan tarif 0,1 % per
tahun. Sedangkan bagi NJOP yang melebihi  Rp. 1.000.000.000 (1 milyar
rupiah) dibebankan tarif 0,2 % per tahunnya. Selain itu berdasarkan padalaporan
wartawan Tribun Medan Bapak Indra Gunawan Sipahutar di daam blognya

https://medan.tribunnews.com/2018/11/07/hore-bupati -deli serdang-hapus-

sanksi-denda-pajak, Pemkab Deli Serdang telah menergpkan penghapusan

sanks denda PBB dengan batas waktu pembayaran mula dari 27 Oktober 2018
sampal dengan 15 Desember 2018. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk
menambah redlisad penerimaan sektor PBB dan meminimaigr piutang PBB.
Agar masyarakat dapat mengetahui adanya kebijakan tersebut Pemerintah
melakukan pemasangan spanduk di Kecamatan, sdain itu dengan membuat
brosur, dan membuat acara massal di 5 Kecamatan seperti Percut Seituan,
Tanjung Morawa, Sunggd, Pancur Batu dan Dedlitua. Untuk satu Kecamatan
disediakan dua loket yang telah dibuat sdain di kantor camat juga ditempat
keramaian. Namun sayangnya Kecamatan Kutaimbaru tidak termasuk ke dalam
5 Kecamatan yang dimaksud. (Tribun-Medan.Com).

Adanya kebijakan tersebut nyatanya tidak berdampak pada peningkatan
penerimaan PBB di Kecamatan Kutalimbaru. Bahkan seperti yang kita lihat
berdasarkan data penerimaan PBB di tahun 2018 |ebih rendah bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang hanyamencapai 57,3 % . Hal ini tentu saja dapat
dipengaruhi oleh bebergpa faktor kemungkinan seperti tidak sampainya
sosdisas yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat yang ada pada


https://medan.tribunnews.com/2018/11/07/hore-bupati-deliserdang-hapus-sanksi-denda-pajak
https://medan.tribunnews.com/2018/11/07/hore-bupati-deliserdang-hapus-sanksi-denda-pajak

Kecamatan Kutaimbaru dikarenakan sosdisas yang dilakukan kurang
menyeluruh, Pemerintah hanya mengadakan acaramassa di 5 Kecamatan sgja.
Selain itu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Kutalimbaru
akan pentingnya membayar PBB juga dapat ikut mempengaruhi tercapainya
keberhaslan dalam pencapaian target penerimaan PBB di  Kecamatan
Kutalimbaru. Penerimaan PBB yang sdalu berada di bawah target redisas
mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak pada Kecamatan Kutaimbaru
harus |ebih ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak staf Kantor Camat Kutalimbaru
bagian penerimaan PBB, Ibu Muliana br Tarigan dan Bapak Indris berpendapat
bahwa belum berhasiinya pencapaian target pagjak bumi dan bangunan di
kecamatan Kutalimbaru, disebabkan kemauan masyarakat dalam melunas
pajaknya mash rendah, padahal membayar pajak hanya dilakukan sekali dalam
satu tahun. Masyarekat baru akan membayar pajaknya jika memiliki
kepentingan pribadi seperti membeli/menjua tanah atau rumah , barulah mereka
akan membayar PBB. Dengan adanya temuan realisas penerimaan pajak bumi
dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang tidak
kons sten (naik/turun) dikarenakan kurangnyatingkat kepatuhan masyarakatnya
dalam membayar PBB, hal ini dikarenakan kesadaran dari diri wajib pgjaknya
yang rendah, kuaitas dalam pemberian pelayanan pajak yang diberikan petugas
yang menangani PBB kurang memuaskan, kurang maksmanya
sanksi/hukuman pajak yang dijatunkan kepada semuawajib pajak yang berbuat
keti dakpatuhan karenahal itu termasuk sebuah pelanggaran, tingkat pendapatan

wgjib pgjak yang mas h rendah, kurang menyeluruhnya sosalisas yang



dilakukan Pemerintah kepada warga desa di Kecamatan Kutalimbaru dan
kurangnya pengetahuan wajib pgak tentang perpgjakan. Sehingga di dalam
penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti adalah kesadaran wajib pgak,
kualitas pelayanan pajak, sanks perpgakan, pendapatan, sosalisas dan
pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan pendlitian Purbolakseto (2013) menyatakan bahwa variabel
kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh karenamerupakan suatu bentuk skap
mora yang memberikan sebuah kontribus kepada Negara untuk menunjang
pembangunan Negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah
ditetapkan oleh Negara, serta dapat dipaksakan. Wajib pajak yang memiliki
kesadaran tinggi tidak akan menganggap membayar pajak adalah suatu beban
namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewgjiban dan tanggung jawab
mereka sebagai warga Negara, sehingga mereka tidak keberatan untuk
membayar pajaknya dengan sukarela. Sdlain itu faktor kualitas pelayanan pajak
juga berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar pgjak bumi
dan bangunan, hal ini sesua dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusar
(2015). Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi di dalam interaks
langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesn secara fisk  untuk
tujuan kepuasan pelanggan. Dengan pemberian pelayanan pajak yang baik,
maka wgib pgak akan merasa senang dan merasa dimudahkan dalam
menyelesaikan kewgjiban perpgakannya. Pada penelitian Parera & Erawati
(2017) variabd yang juga mempengaruhi ketastan pajak bumi dan bangunan
adalah sanksi/hukuman pgjak. Hd ini karena sanks pgjak adaah tindakan yang

akan dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan yang



dilakukan wajib pgak maupun aparat yang menyebabkan negara mengalami
kerugian. Pembebanan berupa hukuman pajak yang pasti akan membuat wajib
paak jera untuk tidak lagi berbuat pelanggaran. Selain itu  penghasilan juga
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal
ini berdasarkan pada pendlitian yang telah dilakukan oleh Rahman (2018).
Faktor pendapatan dapat dijadikan salah satu dasan wajib pgak kurang taat.
Masyarakat miskin akan mengalami kesusshan untuk bisa  membayar
tanggungan paaknya, oleh karena itu wgib paak lebih cenderung untuk
memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu, daripada harus memenuhi
kewajiban perpagjakannya. Fektor sosidisas juga ikut berpengaruh terhadap
kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berdasarkan pada
penelitian Syamsu Alam (2014). Faktor sosaisas dapat dijadikan salah satu
penyebab wagib pgak tidak patuh. Kurangnya sosaisas yang dilakukan
pemerintah untuk warga mengenai keuntungan yang akan didapatkan dari
membayar pajak membuat masyarakat kurang mengerti bahwa dengan
membayar pajak dapat memperoleh manfaat yang berguna untuk memfasilitas
pembangunan. Menurut penditian Y ubiharto (2017) pengetahuan wajib pajak
sebagal variabel sangat mungkin terkait dengan ketaatan wajib Pgjak Bumi dan
Bangunan karena, semakin meningkatnya pengetahuan seseorang tentang
perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam
membayar pgak karena mereka juga mengetahui apabila tidak melaksanakan
kewajibannya maka akan terkena sanks atau denda

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka penulis mempunyai

keinginan untuk menditi lebih mengenal variabe gpa sga yang mempengaruhi



kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan judul “Analisis Faktor-Faktor
Y ang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di

Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Identifikasi dan Batasan M asalah

1.2.1 Identifikasi M asalah

Sesual dengan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka

identifikas masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnyatingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
bumi dan bangunan tahun 2014-2018, dan target penerimaan
PBB yang meningkat di tigp tahunnya, sehingga menyebabkan
target yang ditetapkan tidak dapat terealisas dengan baik.

2. Target pajak bumi dan bangunan tidak dapat terealisas dengan
baik dikarenakan adanya faktor-faktor seperti kurangnya
kesadaran wajib pgak, kualitas pelayanan yang diberikan
petugas yang menangani PBB kurang memuaskan, kurang
maksmanya sanks pagjak yang diberikan padawajib pgak yang
melakukan pelanggaran, tingkat pendapatan wajib pajak yang
berbeda-beda, kurang menyduruhnya sosialisas yang dilakukan
pemerintah kepada wajib pgak dan pengetahuan wagjib paak
tentang perpajakan yang masih kurang maksimal.

1.2.2 Batasan Masalah
Berdasarkan identifikas masdah di atas, maka penelitian ini dibatas

agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari



tujuan yang diinginkan. Dengan demikian penulis membatas masdah pada
kesadaran wajib pgjak, kualitas pelayanan pajak, sanks pajak, pendapatan,
sosdisas, sertapengetahuan perpajakan padatingkat kepatuhan wajib Pgjak

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Rumusan M asalah

Berdasarkan identifikes dan batasan masalah di atas, maka rumusan

masa ah yang dibahas ddam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wgjib pgak, kuaitas pelayanan pgjak, sanks pgjak,
pendapatan, sosidlisas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh
secara parsa terhadap tingkat kepatuhan waib pgak bumi dan
bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ?

2. Apakah kesadaran wajib pgak, kuditas pelayanan pajak, sanks pgak,
pendapatan, sosidlisas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh
secara Smultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan

bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Pendlitian
1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagal berikut:

1. Untuk menganaliss dan mengetahui gpakah kesadaran wgjib
pajak, kuditas pelayanan pajak, sanks paak, pendapatan,
sosdisas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara
parsd terhadap tingkat kepatuhan waib pgak bumi dan

bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Ddli Serdang.
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2. Untuk menganaliss dan mengetahui gpakah kesadaran wgjib
pajak, kuditas pdayanan paak, sanks pagak, pendapatan,
sosdisas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara
simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan

bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Ddli Serdang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu:

1. Bagi penulisyaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan
mahasisva mengenai  “Analisis  Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wgjib Pgjak Bumi dan
Bangunan di Kecamatan Kutdimbaru Kabupaten Ddi
Serdang”.

2. Sebaga masukan kepada Pemerintah Daerah Kecamatan
Kutdimbaru mengena tindakan yang dapat diambil
Pemerintah Daerah Kecamatan Kutdimbaru guna mengetahui
penyebab ketersediaan wajib pgak yang dilayaninya dalam
memenuhi kewsjibannya dalam membayar pajak.

3. Bag para akademis atau pendliti yaitu sebagai tambahan

referens terutama pada bidang pendlitian yang sgjenis.

1.5 Keadlian Pendlitian
Pendlitian ini merupakan replikas dari penditian Sujatmiko Dwi Setiono,
Universitas Idam Indonesa (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang

Mempengaruhi Kepatuhan Pgjak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di
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Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)”. Sedangkan penelitian ini berjudul
“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang”.
Penditian ini memiliki perbedaan dengan pendlitian sebelumnya yang terletak
pada:

1. Variabel pendlitian : penditian terdahulu menggunakan variabel
independen  yaitu  Pemahaman Pgak, Sanks Pgak, Tingkat
Kepercayaan, Nasonadlisme dan Tarif Pgak. Variabel dependen yaitu
Kepatuhan Wajib Pgjak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Sedangkan dadam penditian ini menggunakan variabel independen
kesadaran wajib pgak, Kuditas Pelayanan Pgak, Sanks Pgak,
Pendapatan, sosidisas dan Pengetahuan Perpajakan. Variabd dependen
yaitu Tingkat Kepatuhan Wgjib Pgjak Bumi dan Bangunan.

2. Waktu Pendlitian : penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018,
sedangkan pendlitian ini dilakukan pada tahun 2020.

3. Populasi pendlitian : pada penelitian terdahulu menggunakan populas
seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kabupaten
Sleman, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi populas adalah
seluruh wajib pgak Bumi dan Bangunan yang berada di Kecamatan
Kutaimbaru Kabupaten Ddli Serdang.

4. Jumlah sampel : sampd yang digunakan pada penelitian terdahulu
sebanyak 100 sampd wajib pgak, sedangkan pada pendlitian ini
menggunakan 99 sampe dari Kepda Keluarga yang menjadi wajib

pajek.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU KUP Nomor 28 tahun 2007 menyebutkan
bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut para ahli dalam bidang perpajakan memberikan
definisi atau pengertian yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang
sama sehingga mudah dipahami. Beberapa pengertian pajak adalah sebagai
berikut:

1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H dalam Mardiasmo (2010)

mendefenisikan bahwa pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestas) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengel uaran umum?.

2) Menurut Prof. Dr. Djgjadiningrat dalam Siti Resmi (2011)

mendefinisikan bahwa pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan

12
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perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak adajasatimbal balik dari negara
secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum?.

3) Menurut Dr. N.J. Feldman daam Siti Resmi (2011)
mendefenisikan bahwa pajak adalah sebagal berikut:
“Pajak merupakan prestas yang dipaksakan sepihak oleh dan
terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan
semata-mata digunakan untuk menutup pengel uaran-pengeluaran
umum?.

Dari ketigadefinisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan

bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Pgjak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran paak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestas individual oleh pemerintah.

c. Pgjak dipungut oleh negara bailk pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

d. Pgjak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan

untuk membiayai public investment.

2.1.1.2 Fungs Pajak

Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomiannya, pajak
memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan
kesgahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesegjahteraan

ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah
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satu pos penerimaan negara diharapkan akan banyak pembangunan
dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Beberapa fungs pajak Siti Resmi (2011), umumnya terdapat dua
macam fungs pajak yaitu:

a. Fungs budgetair
Fungs budgetair ini merupakan fungs utama dalam pajak, atau
fungs fiskal (fiscal function) yaitu pajak yang dipergunakan
sebagal alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas
negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-
undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungs sebagai alat
untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam
kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

b. Fungs Regulerend
Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
bidang sosial dan ekonomi, serta mencapa tujuan-tujuan
tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Di Indonesia pajak dikelompokkan menjadi tiga macam menurut
Siti Resmi (2011) , yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut
sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongan
a) Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada
orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib
Pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak Penghasilan
(PPh)
b) Pajak Tidak Langsung

Paak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak
langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau
perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misanya
terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
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2) Menurut Sifatnya

Menurut sifathya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua,

yaitu:

a) Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan
keadaan pribadi Wajib Pgjak atau pengenaan pajak yang
memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya, Pgak
Penghasilan (PPh) .

b) Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau
peristiwva yang mengakibatkan timbulnya kewajiban
membayar pgjak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi
Subyek Paak (Wajib Paak) maupun tempat tinggal.
Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) .

3) Menurut Lembaga Pemungut
a) Pgak Negara (Pajak Pusat): pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga negara pada umumnya. Contohnya, PPh, PPN, dan
PPnBM, PBB, Bea Materai dan PBB sektor pertambangan,
perkebunan, dan perhutanan (PBB-P3).
b) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
baik daerah tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat
Il (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai
rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya, Pagjak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air
Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Paak Restoran,
Pajak Hiburan, Pgjak Reklame, Pgjak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak
Air Tanah, Pgjak Sarang Burung Walet, Pgjak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 91 tahun 2010 jenis

pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah melaui badan pendapatan
daerah adalah sebagai berikut:
a) Jenis Pgjak Proving terdiri dari:
(1) Pgjak Kendaraan Bermotor
(2) BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
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(4) Pajak Air Permukaan
(5) Pajak Rokok
b) Jenis Pgjak Kabupaten/Kotaterdiri dari:

(1) Pajak Hotel

(2) Pajak Restoran

(3) Pajak Hiburan

(4) Pgjak Reklame

(5) Pajak Penerangan Jalan

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(7) Pajak Parkir

(8) Pgjak Air Tanah

(9) Pajak Sarang Burung Walet

(10) PBB Pedesaan dan Perkotaan

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah pada dasarnya dipungut untuk mendanai

penyel enggaraan daerah dan untuk pembangunan daerah. Y ang menjadi
subjek pajak disini adalah orang pribadi atau badan yang dapat

dikenankan pajak daerah.

2.1.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut Siti Resmi (2011), tata cara pemungutan pajak dapat
dilakukan berdasarkan tiga stel sel yaitu:

1) Stelsel nyata (Riil)
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Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya
adal ah penghasilan). Oleh karenaitu, pemungutan pajaknyabaru
dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua
penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak
diketahui.
Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan
pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan
realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat
diketahui pada akhir periode.

2) Stelsel Anggapan ( Fiktif)
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun
berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun,
misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak
memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur
dalam tahun berjalan. Kekurangannya adal ah pajak yang dibayar
tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga
penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3) Stelsel campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pgjak didasarkan pada
kombinas antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal

tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
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kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan
keadaan yang sesungguhnya.

Kelebihan stelsel campuran adalah pemungutan pajak sudah
bisa dilakukan saat awal tahun atau periode pajak, dan besarnya
pajak yang dipungut juga sesuai dengan besarnya pajak yang
sesungguhnya terutang karena dilakukan perhitungan kembali
pada akhir tahun paak atau akhir periode pajak setelah
penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelemahan stelsel
campuran yaitu adanya tambahan pekerjaan administrasi karena
perhitungan pajak harus dilakukan sebanyak dua kali, yaitu

dilakukan di awal periode pajak dan di akhir tahun pajak.

2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2.1.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan
terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. Pagjak Bumi
dan Bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya
besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pagjak:
bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang
membayar) tidak ikut, menentukan besarnya pajak.

Menurut Waluyo (2011) pajak bumi dan bangunan adalah pajak

yang dikenakan pada orang atau badan yang secara nyata mempunyai
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suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atasbumi, dan atau

memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Mardiasmo (2011) berpendapat bahwa pajak bumi dan bangunan

adalah: bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada

dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman

(termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik

Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secaratetap padatanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks
bangunan.

2) JdanTol

3) Kolam Renang

4) Pagar Mewah

5) Tempat Olah Raga

6) Galangan Kapal Dermaga

7) Taman Mewah

8) Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa
Minyak, dan

9) Menara

2.1.2.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pagjak dalan Pgjak Bumi dan Bangunan adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi,
dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki,

menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan
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demikian, subjek pajak tersebut di atas menjadi wajib Pgjak Bumi dan

Bangunan.

2.1.2.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak bumi dan

bangunan dikenakan atas bumi dan atau bangunan, otomatis yang

menjadi objek pajaknya adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian

bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya,

sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

dilekatkan secaratetap padatanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan disini adalah:

1

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks
bangunan.

Jalan Tol

Kolam Renang

Pagar Mewah

Tempat Olah Raga

Galangan Kapal Dermaga

Taman Mewah

Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa
Minyak, dan

Menara
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Dalam menentukan nilai jual dari objek pajak bumi dan bangunan
terdapat klasifikasinya dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai
berikut:

1) Letak

2) Peruntukan

3) Pemanfaatan

4) Kondis lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor
sebagai berikut:

1) Badan yang digunakan

2) Rekayasa

3) Letak

4) Kondis lingkungan dan lain-lain

Menurut Waluyo (2011) objek pajak yang tidak dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan memiliki kategori sebagai berikut:

1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan.

2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis
dengan itu.

3) Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah penggembal aan yang dikuasai oleh desa,

dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
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2.1.2.4 Pengecualian Objek Pajak

Pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Peraturan

Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 65 bahwa objek pajak

yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang:

1

2)

3)

4)

5)

6)

Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk
menyel enggarakan Pemerintahan.

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
di bidang Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan
Kebudayaan Nasional yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan.

Digunakan untuk Kuburan yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan atau tidak melebihi 2M x 3M untuk
setiap bina/pusara, Peninggalan Purbakala, atau yang sejenis
dengan itu.

Merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan
Wisata, Taman Nasional, Tanah Penggembaraan yang
dikuasai oleh Desa, Tanah Negara yang belum dibebani suatu
hak.

Digunakan oleh Perwakilan Diplomatik dan Konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

Digunakan olen Badan atau Perwakilan Lembaga
Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Keuangan.
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Berdasarkan Nilai Jual Objek Pgjak yang tidak dikenakan Pajak

ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk

setiap Wajib Pgjak.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) sistem pemungutan pajak dapat

dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) Official Assessment System

2)

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.

¢) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan
pajak oleh fiskus.

d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan
besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan paak yang

memberi wewenang kepada Wajib Pgjak untuk menentukan

sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:
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a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada Wajib Pajak sendiri.

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.

d) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan
pajak, kecuali jika wajib pajak terlambat |apor, terlambat
bayar pajak terhutang, atau terdapat pajak yang seharusnya
wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

3) With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan

bukan Wajib Pgjak yang bersangkutan) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.2.6 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Peraturan Bupati Ddi Serdang Nomor 2 Tahun 2011
pasal 1, nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang
diperoleh dari transaks jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila
mana tidak terdapat transaks jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sgenis, atau nila

perolehan baru, atau NJOP pengganti.
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Menurut Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011
pasal 67 tentang dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah
NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga (tiga) tahun, kecuali
untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh
Bupati. Penetapan besarnya NJOP untuk pemanfaatan persawahan
(padi) diberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) dari NJOP yang

ditetapkan.

2.1.2.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Bupati
Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 68 ditetapkan bahwasanya
tarif Pgjak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

1) Untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen)
per tahun.

2) Untuk NJOP diatas Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah)

ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

SOP Pajak Bumi dan Bangunan
2.1.3.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman atau
acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan

aat penilaian kinerja instans pemerintah berdasarkan indikator-
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indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tatakerja, prosedur

kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat SOP

Adapun tujuan penyusunan SOP diantaranya:

1

2)

3)

4)

5)

6)

Agar petugas atau pegawal menjaga konsistensi dan tingkat
kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam organisas atau
unit kerja.

Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posis
dalam organisasi.

Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari
petugas atau pegawai terkait.

Melindungi organisas atau unit kerja dan peugas atau pegawai
dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.

Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan,
duplikas dan inefisiens.

Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang

dibutuhkan dalam suatu proses kerja.

Manfaat yang didapat dengan pembuatan Standar Operasiona

Prosedur ini diantaranya:

1)

Efisens waktu, karena semua proses menjadi lebih cepat
ketika pekerjaan itu sudah terstruktur secara sistematis dalam

sebuah dokumen tertulis. Semua kegiatan karyawan sudah
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
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tercantum dalam SOP sehingga mereka tahu apa yang harus
dilakukan selama masa kerjanya.

Memudahkan tahapan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat sebagai konsumen dilihat dari Sis kesederhanaan
alur pelayanan.

Kesungguhan karyawan dalam memberikan pelayanan,
terutama terhadap konsistenss waktu kerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Ini merupakan standarisasi bagaimana
seorang karyawan menyel esaikan tugasnya.

Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan
pel aksanaan suatu pekerjaan.

Dapat digunakan sebagal sarana acuan dalam melakukan
penilaian terhadap proses layanan. Jika karyawan bertindak
tidak sesuai dengan SOP berarti dia memiliki nilai kurang
dalam melakukan layanan.

Dapat digunakan sebagai sarana mengendalikan dan
mengantisipas apabilaterdapat perubahan dalam suatu sistem.
Dapat digunakan sebagai daftar yang digunakan secara berkala
oleh pengawas ketika diadakan audit. SOP yang valid akan
mengurangi beban kerja. Bersamaan dengan itu dapat juga
meningkatkan comparability, credibility dan defensibility.
Membantu pegawal menjadi lebih mandiri dan tidak

tergantung pada intervens mangemen, sehingga akan
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mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses
sehari-hari.

9) Mengurangi tingkat kesalahan dan keldaian yang mungkin
dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

tugasnya.

2.1.3.3 Dasar Hukum Standar Operasional Prosedur PBB
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
2) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2.1.3.4 Deskrips SOP Pendaftaran Objek Pajak
Dalam prosedur pendaftaran objek pagak ini, waib pajak
merupakan pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya
sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui fungsi pelayanan di
Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian akan meneruskan data dari
wajib pajak ini ke fungsi
1) Fungs pelayanan mempersiagpkan SPOP, tanda terima
penyampaian SPOP (dua lembar) serta tanda terima
pengembalian SPOP (dua lembar). Kemudian, fungs

pelayanan akan menyediakan dokumen-dokumen tersebut di
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tempat pengambilan yang telah ditentukan. Fungsi pelayanan
sendiri dan/ atau bank/kantor pos yang sudah ditunjuk.

2) Wajib pgjak mendatangi salah satu tempat pengambilan yang
telah ditentukan untuk pengambilan SPOP. Ketika
mengambil SPOP, wajib pajak harus menandatangani kedua
lembar tanda terima penyampaian SPOP. Lembar pertama
dokumen ini akan dismpan oleh wgjib pajak sementara
lembar keduanya disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.

3) Wajib pajak mengis dan mengembaikan SPOP. Fungsi
pelayanan memberikan tanda terima pengembalian SPOP
untuk ditandatangani wajib pajak. Lembar pertama akan
diberikan kepada wajib pajak sedangkan yang kedua
dismpan dalam arsip fungs pelayanan.

4) Fungs pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan
pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP
oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek paaknya.
Selain itu, pengembalian SPOP yang telah diis oleh wajib
pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini.

5) Fungs pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diis ke
fungs pendataan untuk kemudian diteliti. Jka SPOP
bermasalah, fungs pendataan akan melakukan penelitian
lapangan dan merevis SPOP tersebut. Tetapi jika tidak,

SPOP dapat langsung disimpan kedalam arsip serta basis data
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SPOP. Yang bermasalah juga akan disimpan kedalam arsip

dan basis data SPOP setelah revisinya selesal.

2.1.3.5 Deskripsi SOP Pendataan Objek Pajak

Dalam prosedur pendataan objek paak ini, fungs pendataan

Dinas Pendapatan Daerah mengumpulkan data objek pajak secara

langsung ke lapangan. Fungs pendataan secara aktif melakukan

berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga

mendokumentasikan data-data tersebut bersama fungsi pengolahan

data.

1)

2)

Fungss pendataan melakukan peneitian pendahuluan
sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data
mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informas
yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari luas
wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB,
luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah
penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar.

Fungs pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data
dan informas tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk
menyusun organisas pelaksana pengumpulan data objek
paak di lapangan. Setelah itu, fungsi pendataan akan
menyediakan sket, peta desa’lke Desa/Lurahan dan sarana

pendukung lainnya.
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3) Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk

memperol eh data objek pajak. Bersamaan dengan langkah ini,
fungs penilaian melakukan pekerjaannya (dijelaskan
dibagian penilaian). Terdapat 4 (empat) alternatif untuk
memperoleh data wgjib pajak yaitu:

a) Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP

(1) fungs pendataan membuat sket/ peta blok berdasarkan
sket, peta desa’lke Desa/Lurahan. Sket/peta blok ini
kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak
relative bidang objek pagak dan kelengkapan
administrasi, fungs pendataan akan memiliki daftar
sementara daftar objek dan subjek pajak serta sket letak
relatif bidang. Daftar sementara data objek dan subjek
pajak ini akan disimpan didalam arsip.

(2) fungs pendataan akan member nomor objek paak
(NOP) terhadap objek pajak yang di data dan juga
mengidentifikass kumpulan objek pajak tersebut
berdasarkan batas rukun tetangga (RT) dan rukun
warga (RW).

b) Mengukur Bidang Objek Pajak

(1) Berdasarkan sket, petadesa/ke Desa/Lurahan sertasket
relatif bidang, fungs pendataan mengukur batas-batas
objek pgak dan menempelkan stiker NOP di bangunan

yang sudah diukur.
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(2) Fungs pendataan akan mengiss SPOP berdasarkan
data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan
SPOP tersebut kepada wajib pajak.

(3) Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP
mereka, kemudian menandatangani SPOP tersebut.
Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke
fungs pendataan.

c) Mengidentifikas Objek Pajak

(1) Berdasarkan sket, peta desa/lKe Desa/l.urahan serta
sket relatif bidang, fungs pendataan mengidentifikas
data objek pajak dan member NOP berdasarkan data
tersebut.

(2) Fungs pendataan mengisi data objek pajak dan wajib
pajak pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang
telah diis tersebut kepada wajib pajak untuk
dikonfirmasi.

(3) Wajib pajak mengecek data yang telah diisikan pada
SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP
tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan
SPOP ke fungs pendataan.

d) Memverifikasi Data Objek Pajak
(1) Berdasarkan sket, peta desa’lke Desa/l.urahan serta
relatif bidang, fungs pendataan meneliti ada atau

tidaknya perubahan data mengenai objek paak
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terkait. Jika tidak ada, fungs pendataan akan
menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika ada
perubahan maka fungs pendataan akan melakukan
revis terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah
diisi, bailk dengan data lama yang tidak berubah
maupun data baru hasil revis, akan diserahkan ke
wajib pajak.

(2) Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP
mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut.
Setelah itu, wajib pagjak akan mengembalikan SPOP

ke fungsi pendataan.

4) Fungs pendataan member kode ZNT berdasarkan SPOP yang

5)

6)

telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT
ini akan diteiti dan diarsipkan. Kegiatan mendliti SPOP
sendiri terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu
mencocokkan SPOP yang sudah lengkap dengan sket/peta
blok/ZNT

Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan
(DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket/peta ZNT,
fungs pendataan akan meneliti data-data masukan ini
kemudian menyerahkannya ke fungs pengolahan data.
Fungs pengolahan data menyimpan data-data ini kedalam
basis data mereka lalu mengembalikan dokumen-dokumen

adinya ke fungs pendataan. Fungs pendataan kemudian
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akan menyimpan dokumen-dokumen ini ke dalam arsip yang

sesuai.

2.1.3.6 Deskrips SOP Penilaian Objek Pajak

Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, fungs penilaian Dinas

Pendapatan Daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan

oleh wajib pajak sendiri maupun yang di data oleh fungsi pendataan.

Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, fungs

penilaian dapat menilai secaramissal maupun individual.

1)

2)

3)

Fungsi penilaian mempersiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan untuk menilai tanah secara missal. Dokumen-
dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta desake
Desa/Lurahan, peta blok, peta ZNT, ZNT lama, data nila
indikas rata-rata (NIR), data dari laporan notarisPPAT, data
potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan
tanah.

Fungs penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk
menentukan nilal pasar wajar. Nilai pasar waar ini akan
digunakan fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar
tanah permeter persegi.

Fungs penilaian membuat batas imanijer zona nilai tanah
(ZNT) untuk membuat batas imanijer zona nila tanah (ZNT)

untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imanijer.
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Konsep peta ini akan digunakan untuk menganalisis data
penentuan NIR.

Fungs penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan
digunakan untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP)
bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran tahap ini.
NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam

menghitung PBB terhutang.

2.1.3.7 Deskrips SOP Penilaian M assal Bangunan dengan DBKB

Objek Pajak Standar

1)

2)

3)

Fungs penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data
harga satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana
anggaran biaya bangunan.

Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian
menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk
mendapatkan DBK B objek pajak standar

Fungs penilaian menentukan NJOP bangunan standar
merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan
sebagal salah satu komponen dalam menghitung PBB

terhutang.
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2.1.3.8 Deskripsi SOP Penilaian M assal Bangunan dengan DBKB

1

2)

3)

Objek Pajak Non Standar

Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk
menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen
material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan.
Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar
nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai
komponen fadlitas bangunan tersebut, fungs penilaian
membuat DBKB objek pajak non standar.

Fungs penilaian menentukan NJOP bangunan non standar.
NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap
ini. NJOP ini akan digunakan sebagal salah satu komponen

dalam menghitung PBB yang terhutang.

2.1.3.9 Deskrips SOP Penilaian Dengan Pendekatan Data Pasar

1

2)

(Untuk Pasar)

Fungs penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek
pajak, membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen-
dokumen pendukung seperti SPOP dan lembar kerja objek
khusus (LKOK).

Fungs penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan
membandingkannya dengan objek paak terkait. Jka

selishnya kurang dari 10% terhadap NIR, fungs penilaian
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akan membuat rekomendasi NIR untuk penilaian periode
berikutnya.

3) Fungs penilaian data dan menentukan NJOP bumi. NJOP
bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan
dgunakan sebagai salah satu komponen utama dalam

menghitung PBB terutang.

2.1.3.10Deskrips SOP Penilaian Dengan Pendekatan Biaya
(Untuk Tanah dan Bangunan)

1) Fungs penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan
LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang
dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan
pendekatan data pasar. Sementara itu untuk bangunan, fungs
penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru bangunan
terkait lalu dikurangi nilai penyusutan.

2) Fungs penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan
bangunan, NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan
keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah

satu komponen dalam menghitung PBB terhutang.

2.1.3.11 Deskripsi SOP Penetapan PBB
Fungs penetapan PBB mencakup tahapan fungs penetapan
daam mencetak dan menyampaikan surat pemberitahuan pagak

terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Dalam proses distribusi SPPT,
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fungs penetapan dibantu oleh petugas ditempat pembayaran PBB.
Disamping itu, prosedur ini juga mencakup proses keberatan yang
mungkin digjukan oleh wajib pajak.

1) Fungs penetapan mencetak surat pemberitahuan pjak
terutang (SSPD), serta dualembar daftar himpunan ketetapan
pajak (DHKP) berdasarkan data pasar, DBKB, peta blok,
SPOP, dan net konsep sket/peta ZNT yang diperoleh dari
fungsi pengolahan data.

2) Fungs penetapan penyerahkan DHKP serta SSPD ketempat
pembayaran PBB. Tempat pembayaran PBB akan menyimpan
SSPD dan lembar pertama DHKP kedalam arsip masing-
masing kemudian menyerahkan lembar kedua DHKP kepada
petugas pemungut. Fungs  penetapan juga akan
mendistribusikan SPPT ke wajib pajak melalui tempat
pembayaran PBB.

3) Wajib pgak yang merasa keberatan dalam jumlah pajak
terutang mengajukan keberatan dengan cara menyerahkan
surat keberatan, SPPT/surat ketetapan pajak (SKP) serta bukti
pendukung yang diperlukan kepada fungs pelayanan.

4) Fungs pelayanan memverifikas surat kebenaran keberatan,
SPPT/surat ketetapan pajak (SKP) sertabukti pendukung yang
diserahkan oleh wajib pgjak. Jikatidak sesuai, keberatan tidak

dapat diproses sehingga data-data tersebut dikembalikan
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kepada wajib pajak terkait. Namun jika sesuai, data-data
tersebut akan diteruskan ke fungs penetapan.

5) Fungs penetapan memeriksa surat keberatan, SPPT/surat
ketetapan pajak (SKP) serta bukti pendukung. Jika dapat
diproses lebih lanjut, fungs penetapan akan menerbitkan
beritaacara (BA) pemeriksaan dan memberikannya ke Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKA).

6) Kepala DPPKA membuat surat keputusan berdasarkan Berita
Acara pemeriksaan dan menyerahkannya ke fungsi penetapan

untuk diteruskan ke wajib pajak.

2.1.3.12 Deskripsi SOP Pembayaran PBB
Prosedur pembayaran ini  menjabarkan alternatif cara
pembayaran PBB yang dapat dipilih wajib pagjak, yaitu melalui petugas
pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank dan/atau
kantor pos tertentu atau melalui tempat pembayaran el ektronik.
Terdapat tiga carapembayaran PBB yang dapat dipilih olehwajib
pajak, yaitu kepetugas pemungut, ketempat pembayaran yang ditunjuk,
atau melalui tempat pembayaran elektronik (TPE). Berikut adalah
penjelasan teknis mengenai ketiganya.
1) Pembayaran PBB Ke Petugas Pemungut
a) Petugas pemungut melakukan verifikas atas SPPT yang

diserahkan oleh wajib pajak serta mencocokkan dta pada
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SPPT dan data di DHKP (lembar pertama). Setelah itu,

petugas pemungut menyiapkan tanda terima sementara

(TTS).

b)

c)

d)

Petugas pemungut membuat daftar pembayaran PBB
atas setigp pembayaran PBB atas setiap pembayaran
PBB dari wajib pajak dan menyerahkan TTS kepada
wajib pajak sebagai bukti sementara atas pembayaran
PBB.

Berdasarkan daftar pembayaran PBB dari tugas
pemungut, tempat pembayaran PBB melakukan
verifikas atas SSPD  (tiga lembar) dan
menandatanganinya. Kemudian, tempat pembayaran
PBB memberikan lembar pertama SSPD kepada wajib
pajak. Wajib pajak menerima SSPD lembar pertama
dari tempat pembayaran PBB kemudian menukarkan
TTSini kedalam arsip.

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB
yang telah diterima baik di daftar redisas serta buku
penerimaan dan penyetoran PBB.

Tempat pembayaran PBB menyetorkan PBB yang telah
disetorkan ke kas bank. SSPD lembar kedua akan
diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang
ketiga akan disimpan ke dalam arsip TTS ditempat

pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank,
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tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda
setoran (STS) sebanyak dua lembar.

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran
pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian
menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara
penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam

arsip.

2) Pembayaran PBB Ke Tempat Pembayaran Y ang Ditunjuk

a)

b)

Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan
verifikas atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak,
mencocokkan  data wajib  pgak, kemudian
menandatangani SSPD (tiga lembar). Lembar pertama
SSPD diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti
pembayaran PBB.

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB
yang telah diterima baik di daftar readlisas serta buku
penerimaan dan penyetoran PBB.

Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah
dibayarkan ke kas bank. SSPD |lembar kedua akan
diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang
ketiga akan dismpan ke dalam arsip TTS di tempat
pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank,
tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda

setoran (STS) sebanyak dua lembar.
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d) Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran

pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian
menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara
penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam

arsip.

3) Pembayaran PBB Ke Pembayaran Elektronik (TPE)

a)

b)

d)

Wagjib pajak mengis data SPPT di TPE lalu
menyerahkan bukti atas pembayaran yang telah
dilakukannya baik melalui Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), telepon seluler dan/atau internet, kepada TPE.
TPE membuat daftar pembayaran PBB berdasarkan
bukti bayar kemudian mengembalikan bukti bayar
tersebut ke wajib pajak. Kemudian, wajib pajak
memberikan bukti bayar ke tempat pembayaran PBB
untuk memperoleh SSPD.

Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan
verifikas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak dan
kemudian menandatangani SSPD (tiga lembar).
Lembar pertama SSPD diserahkan kepada wajib pajak
sebagai bukti pembayaran PBB.

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB
yang telah diterima baik di daftar redisas serta buku

penerimaan dan penyetoran PBB.
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€) Tempat penyetoran PBB menyetorkan PBB yang telah
dibayarkan ke kas bank. SSPD kedua akan diserahkan
kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan
dismpan ke dalam arsip SSPD di tempat pembayaran
PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat
pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran
(STS) sebanyak dualembar.

f) Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyetoran
pada buku penerimaan dan penyetoran kemudian
menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara
penerimaan dan menyimpan lembar keduanya didalam

arsip.

2.1.3.13 Deskripsi SOP Penagihan PBB

Prosedur penagihan PBB ini dijalankan ketika wajib pajak
terlambat membayar PBB dan/atau membayar dengan jumlah yang
kurang. Fungs penagihan dapat memproses hal ini dengan
menggunakan dokumen-dokumen berupa surat penagihan pajak (STP),
surat teguran, dan/atau surat paksa.

1) Fungs penagihan meminta daftar tunggakan PBB kepada
fungs pengolahan data. Lalu, daftar ini akan diteliti sebagai
acuan penerbitan surat tagihan pajak/STP (dua lembar).

2) Fungs penagihan menyimpan kedua STP ke dalam arsip dan

menyerahkan lembar pertamanya kepada wajib pajak.
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Wajib pajak menerima STP akan melakukan penyetoran
PBB sesuai cara pembayaran yang dipilihnya. Penyetoran
PBB ini secara otomatis akan memperbaharui daftar
tunggakan PBB yang dimiliki oleh fungsi pengolahan data.
Namun, jika wajib pajak tetap tidak membayar, fungs

penagihan akan menerbitkan surat teguran.

2.1.3.14 Deskripsi SOP Keberatan PBB

Prosedur kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan penelitian

keberatan PBB yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset terhadap pengajuan keberatan PBB yang berwenang

penyel esaiannya merupakan wewenang Kepala Dinas.

1)

2)

3)

Berdasarkan berkas pengajuan keberatan PBB yang telah
memenuhi persyaratan dan wewenang penyelesaiannya
adalah wewenang Kepala Dinas serta pel aksanaan penelitian
atas keberatan PBB tersebut dilaksanakan oleh Dinas, dari
Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan
keberatan, dan lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan
Keberatan Kepada Kepala Seksi.

Kepala seks PBB setelah menerima berkas dari Petugas
Pelayanan memerintahkan Pelaksana Seks PBB untuk
membuat Surat Tugas Penelitian.

Pelaksana ekstensifikas membuat konsep Surat Tugas dan

menyerahkan kepada Kepala Seksi PBB.
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7)

8)

9

45

Kepala Seks PBB meneliti, menyetujui dan memaraf,
kemudian meneruskan konsep Surat Tugas kepada Kepala
Bidang.

Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani
Surat Tugas.

Berdasarkan Surat Tugas yang telah ditandatangani, petugas
peneliti ( Pelaksana Seks PBB, Penilai PBB, atau petugas
lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor) melaksanakan
penelitian dikantor.

Kepala Seks PBB memerintahkan Pelaksana membuat
Surat Tugas penelitian di lapangan dan Surat Pemberitahuan
Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.
Pelaksana Sekss PBB membuat konsep Surat Tugas dan
konsep Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas
Pengajuan Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep
dimaksud kepada Kepala Seksi PBB.

Kepala seks PBB meneliti, menyetujui dan memaraf,

kemudian meneruskan konsep surat kepada K epala Bidang

10) Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani

Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di

Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

11) Berdasarkan Surat Tugas Pejabat Fungsional Penilai/Petugas

Penilai melaksanakan penilaian/penelitian di lapangan yang
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menghasilkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/BeritaAcara
Pengukuran.

12) Berdasarkan Analisis Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara
Pengukuran, Pejabat Fungsional Penilai/Petugas Penilai
membuat dan menandatangani Kertas Kerja Penilaian
(KKP) dan menyerahkan KKP yang dilampiri Analisis
Nilai/Laporan Penilaian/Berita Acara Pengukuran kepada
Petugas Peneliti, Prosedur Kerja dilanjutkan ke prosedur
kerja.

13) Apabila menurut pertimbangan Petugas Peneliti tidak
memerlukan rekomendasi penilaian, Petugas Pendliti
mempertimbangkan apakah perlu dilaksanakan penelitian di
lapangan.

14) Kepala Sekss PBB memerintahkan Pelaksana membuat
Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di
Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

15) Pelaksana Seks PBB membuat konsep Surat Tugas dan
Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Atas Pengajuan
Keberatan PBB, kemudian menyerahkan konsep dimaksud
kepada Kepala Seks PBB.

16) Kepala Seks PBB menedliti, menyetujui dan memaraf,

kemudian meneruskan konsep surat ke Kepala Bidang.
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17) Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani
Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan Penelitian di
Lapangan Atas Pengajuan Keberatan PBB.

18) Petugas Peneliti mel aksanakan penelitian di lapangan

19) Petugas Peneliti  membuat konsep SK  Keberatan
berdasarkan Laporan Hasil Penelitian (LHP) Keberatan
PBB, menandatangani LHP dan menyerahkan kepada
Kepala Seks PBB.

20) Kepala Seks PBB meneliti, menandatangani Konsep SK
Keberatan dan LHP dan kemudian menyerahkan Konsep SK
dan LHP kepada Kepala Bidang.

21) Kepala Bidang meneliti, menyetujui dan menandatangani
Konsep SK dan LHP.

22) Kepala Bidang memerintahkan Kepala Sekss PBB untuk
meneruskan berkas pengajuan Keberatan Konsep SK
Keberatan dan LHP kepada Kepala Dinas.

23) Kepala Dinas mendliti, menyetujui dan menandatangani SK
Keberatan PBB.

24) Salinan SK Keberatan PBB disampaikan kepada Wajib
Pajak, Kepala Bidang sebagal dasar untuk segera
memperbaiki data objek pagjak pada bass data SISMIOP

sesuai keputusan Keberatan.
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2.1.4 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah tindakan dari wajib pajak yang taat terhadap

peraturan yang sudah ditetapkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak

dapat meningkat jika dalam diri wajib pajak memiliki kemauan serta

kesadaraan akan pentingnya membayar pajak karena memili manfaat

yang besar bagi sumber pendapatan negara.

Menurut Nurmantu (2010) terdapat 2 (dua) macam kepatuhan

yaitu: wajib pagak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpaj akannya.

1)

2)

Kepatuhan Formal

Yaitu suatu keadaan dimana wagjib paak memenuhi

kewajiban perpajakannya secara formal sesuai undang-

undang perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan formal meliputi sebagai berikuit:

a) Wagjib pajak membayar pajak tepat waktu

b) Wajib pajak membayar pajak dengan tepat jumlah

c) Wajib pgjak tidak memiliki tanggungan terhadap pajak
bumi dan bangunan.

Kepatuhan Material

Suatu keadaan wajib pajak secara substantif/hakikatnya

memenuhi semua yang menjadi ketentuan dalam material

perpajakan yaiyu sesual dengan isi dan jiwaundang-undang

perpajakan. Kepatuhan material dalam hal ini melipuiti:
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a) Wagjib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan
kewajiban perpgjakan adalah suatu tindakaan sebagai
warga negara yang baik.

b) Wajib pajak bersedia menyampaikan informas tentang
pajak apabila petugas membutuhkan informas.

c) Wajib pagjak bersikap koooperatif (tidak menyusahkan)
petugas pajak dalam pelaksanaan proses administras
perpaj akan.

Menurut Widiastuti dan Laksinto (2014) indikator dalam
pengkuran kepatuhan wajib pajak terdiri dari:

1) Menyampaikan laporan pajak dengan tepat waktu

2) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

3) Melakukan pelaporan SPT kekantor pajak tepat waktu

4) Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan pajak yang

terutang

5) Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktul.

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala
pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2

= Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju.

2.1.4.2 Kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Kriteria kepatuhan wagjib paak menurut Menteri Keuangan

Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak

yang
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1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin
mengangsur atau menunda pembayaran pajak

3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut

4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di
bidang perpgjakan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu

5 (lima) tahun terakhir.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak
2.1.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pgjak merupakan suatu keadaan dimana
wajib pajak mengetahui dan memahami tentang pentingnya
memenuhi  kewajiban perpajakannya, sehingga dengan sukarela
wajib pgjak memberikan kontribus dana untuk pelaksanaan fungsi
pemerintah dengan cara membayarkan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan penelitian Rahman (2018), kesadaran wajib pajak
merupakan konsistenss komponen kognitif, affektif, konatif, yang
berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap

makna dan fungsi pajak.
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Guntur Jati Wijayanto
(2016) indikator dalam kesadaran wajib pajak terdiri dari:
1) Sadar bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah
kewajiban warga Negara Indonesia
2) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu
3) Membayar pajak bumi dan bangunan bukan merupakan
beban
4) Melaporkan apabilaterdapat perubahan harta.
Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan
skala pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak

setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5= Sangat setujul.

2.1.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib
Paj ak

Menurut penelitian Safri  (2013) faktor-faktor yang

mempengaruhi kesadaran wajib pgjak antaralain:

1) Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak.
Wajib pagak yang tidak paham dan mengerti akan
peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak
yang tidak patuh, dan sebaliknya apabila wajib pajak
paham akan peraturan perpgjakan maka akan semakin
meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa jika tidak
mentaati kewajiban perpaakannya maka akan dikenakan

sanks bagi yang melanggar.
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Kondis keuangan wajib pajak

Kondis keuangan adalah kemampuan keuangan yang
dimiliki wajib pajak untuk bisa memenuhi kewajiban
perpajakannya. Wajib pajak dengan pendapatan yang
tinggi tentu akan dapat dengan mudah memenuhi
kewajiban perpajakannya, sedangkan wajib pajak dengan
pendapatan yang rendah tentu akan merasa kesulitan dan
menganggap bahwa membayar pajak merupakan beban
bagi mereka. Dengan demikian wajib pajak dengan
pendapatan rendah akan merasa kesulitan dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persepsi Wajib Pajak

Persepsi wajib pgjak merupakan salah satu faktor yang
dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Hal ini
dikarenakan adanya persepsi positif dan negatif dalam diri
wajib pajak. Wajib pajak dengan persespi yang positif
terhadap pajak tentu akan semakin meningkatkan
kewajiban perpajakannya. Sedangkan sebaliknya wajib
pajak dengan perseps yang negatif terhadap pajak tentu
akan beranggapan dan merasa bahwa membayar pajak

bukanlah suatu hal yang penting untuk dilakukan.
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Kualitas Pelayanan Pajak
2.1.6.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan
antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas
pelayanan yang diharapkan konumen Sapriadi (2013). Jkakualitas
yang dirasakan konsumen sama atau melebihi kualitas pelayanan
yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan
memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan publik yang
berkualitas merupakan pelayanan yang berorientas kepada aspiras
masyarakat, efisien dan efektif, serta bertanggung jawab. Dengan
demikian dapat kita smpulkan bahwa kualitas pelayanan
merupakan citrayang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang
diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas
jasalpel ayanan sebagai ukuran seberapa bagustingkat layanan yang
diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

Menurut Purbolakseto (2013) kualitas pelayanan perpajakan
terdiri dari :

1) Waktu pelayanan 08.00-16.00

2) Petugas memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), Rapi,

Sopan Santun, dan Mengenakan Atribut yang Lengkap

3) Penyampaian informasi yang lengkap dan jelas

4) Memberikan informasi lama penyel esaian layanan

5) Apabila ada kesalahan dari pengisian SPOP petugas

memberikan penjelasan dengan baik dan sopan.
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Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala

pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2 =

Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju

2.1.6.2 Cara Mengukur Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Zheitaml dalam Hardyansyah (2011) terdapat beberapa

dimens yang harus diperhatikan dalam mengukur kualitas pelayanan

pajak yaitu:

1)

2)

3)

4)

Bukti Langsung (Tangibility)

Adalah dat sarana prasarana fisk yang membantu
pemberian layanan. Memberi kepuasan pelayanan sangat
mudah ditelaah dengan melihat kondis fisk yang dapat
dirasakan penerima layanan.

Kehandalan (Reliability)

Kesesuaian antara apa yang dijanjikan dibandingkan dengan
apa yang diberikan pada pelayanan itu. Hal ini penting
karena akan mempengaruhi perencanaan usaha dan
kepastian dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
Ketanggapan (Responsi veness)

Tanggap dalam memberikan pelayanan agar cepat dan tepat.
Pemberi layanan harus bertanggung jawab dalam
memberikan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi
masyarakat.

Jaminan (Assurance)
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Pemberi layanan dapat menjamin masyarakat agar terhindar
dari resiko pelayanan yang gagal.

5) Empati (Empaty)
Y aitu adanya sikap empati atau kedekatan yang baik antara
pemberi layanan dengan masyarakat. Mengenal dan
menjain komunikas yang baik dengan masyarakat akan
memudahkan pemberi layanan mengidentifikas keinginan

masyarakat.

2.1.7 Sanks Pajak
2.1.7.1 Pengertian Sanks Pajak

Menurut Widiastuti & Laksito (2014) sanks pajak merupakan
bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak
yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.

Menurut Mardiasmo (2013) sanksi pajak merupakan jaminan
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma
pajak) akan dituruti atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanks
perpajakan merupakan alat untuk mencegah (preventif) agar wajib
pajak tidak mlanggar pajak. Sanks dapat berupa denda yang dapat
diselesaikan dengan membayar sgjumlah uang yang besarnya telah
ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan perundang-undangan.

Diberlakukannya sanksi pajak untuk meningkatkan tingkat
kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar paak

terhutangnya diharapkan akan memberikan efek jera kepada
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masyarakat yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpaj akannya secara benar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah (2014)
sanks perpajakan terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

1) Mengerti arti sanksi pagjak

2) Merasakan dampak jikatidak membayar PBB

3) Membayar PBB tepat waktu

4) Mengetahui tata cara pembayaran PBB

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala
pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2 =

Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setujul.

2.1.7.2 Jenis-Jenis Sanks Per pajakan
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanks perpajakann terdiri
dari:
1) Sanksi Administras yaitu:
a) Sanks denda
Sanks pajak berupa denda yang ditujukan kepada
pelanggaran yang berhubungan dengan kewgjiban
pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesua
dengan peraturan undang-undang.

b) Sanks bunga
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Sanks berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada
Pasal 9 ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam ayat 2(a)
dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah
jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan
yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal
pembayaran.

Sementara, pada ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang
baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian
SPT tahunan akan dikenakan denda 2% per bulan, yang
dihitung segjak berakhirnya batas waktu penyampaian
SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari
bulan dihitung penuh satu bulan.

Sanks kenaikan

Sanks kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang

melakukan pelanggaran tertentu.

Sanks Pidana

Sanksi ini merupakan jenis sanksi yang paling terberat dalam

dunia perpgjakan. Biasanya, sanks ini dikenakan apabila

wajib paak melakukan pelanggaran berat  yang

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan

dilakukan lebih dari satu kali.

Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang

memuat sanks pidana bagi orang yang tidak menyetorkan

pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanks tersebut
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adal ah pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama
6 (enam) tahun, serta denda minima 2 (dua) kali pagak
terutang dan maksmal 4 (empat) kali pgjak terutang yang

tidak dibayar atau kurang bayar.

2.1.8 Pendapatan Wajib Pajak

2.1.8.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan wajib pajak adalah tingkat besarnya pendapatan
wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
pajak bumi dan bangunan. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan yang
diterima setiap bulannya. Pemungutan pajak perlu memerhatikan
kemampuan wajib pagak dalam membayar pgak, kemampuan
membayar itu sendiri dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan
wajib pgjak. Oleh karena itu pajak harusnya dipungut pada waktu dan
saat yang tepat , yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Menurut
Isawati (2018) pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai
yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:

1) Usahadan tenaga

2) Barang tak bergerak

3) Hartabergerak

4) Hak atas pembayaran berkala

5) Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali

jikahal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nadhwatul Khoiroh
(2017) indikator pendapatan terdiri dari:
1) Tidak mampu untuk membayar PBB sesuai dengan jumlah
yang terteradi SPPT
2) Tidak mampu membayar PBB tepat pada waktu jatuh
tempo pembayaran
3) Memiliki tunggakan kewajiban pajak karena tidak mampu
membayar dengan pendapatan.
Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan skala
pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak setuju; 2 =

Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setujul.

2.1.8.2 Macam-M acam Sumber Pendapatan
Berikut ini akan dipaparkan yang menjadi macam-macam sumber
pendapatan:
1) Usahasendiri, yaitu:
a) Komis
b) Hasil bersih dari usaha sendiri
¢) Pendapatan dari hasil
d) penjualan barang kerajinan tangan.
e) Keuntungan sosial, yakni penghasilan dari kerja sosia
f) Hasil dari investas
2) Gagji dan upah, yaitu:

a) Kerjasampingan
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b) Kerja pokok
¢) Kerja kadang-kadang
d) Kerjalembur
Menurut Reza Darmawan (2015) dilihat dari  tingkat
pendapatan wajib pajak yang berbeda beda, tingkat ekonomi dalam
masyarakat terdiri dari 3 (tiga) lapisan yaitu:

1) Lapisan ekonomi kaya atau mampu, Yyaitu para peabat,
pemerintah setempat, para dokter, insinyur, dan kelompok
finansia lainnya.

2) Lapisan ekonomi menengah, yakni terdiri dari alim ulama
dan pegawai.

3) Lapisan ekonomi miskin, yaitu terdiri dari buruh, para
petani, buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh-buruh

sgjenis yang tidak tetap.

2.1.9 Sosialisas

2.1.9.1 Pengertian Sosialisas

Menurut Rahmawati, dkk (2013) sosialisasi perpajakan adalah
upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pgjak untuk
memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informas, serta
bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada
masyarakat khususnya pada wajib pajak agar mengetahui tentang
segdla hal mengenai perpgjakan serta tata cara perpajakan

menggunakan metode yang tepat.
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Menurut Jumiarti (2012) pelaksanaan sosidlisas kepada
masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan merupakan suatu
kegiatan rutin yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan
pengetahuan, kesadaran dan kepedulian wajib pajak dalam melakukan
pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sosialisas pajak diharapkan
mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk membayar
pajak.

Menurut Heryanto (2013) penyuluhan perpagjakan dibagi
kedalam tiga fokus yaitu, kegiatan sosialisas bagi calon wajib pajak,
kegiatan wajib pajak bagi wajib pajak terdaftar, dan kegiatan sosialisas
bagi wajib pajak baru. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan
ingtitus pajak, agar dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.

Menurut Guntur Jati Wijayanto (2016) indikator sosialisasi
terdiri dari empat indikator yaitu:

1) Tatacarasosalisas pajak

2) Frekuens sosialisas pajak

3) Kegjelasan sosialisas pgjak yang diberikan petugas pajak

4) Pengetahuan perpajakan.

2.1.9.2 Strategi Sosialisas
Daam jurna Winerungan (2013) disebutkan ada beberapa
bentuk strategi sosialisas perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1) Publikas (Publication)



2)

3)

4)

5)

62

Suatu komunitas publikass yang dilakukan melalui
komunikas baik dari media cetak seperti surat kabar,
majalah maupun media audiovisua radio atau televisi.
Kegiatan (Event)

Petugas pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan
kegiatan tertentu yang dihubungkan dengan program
peningkatan kesaradan masyarakat akan membayar pajak
pada saat kegiatan tertentu. Misanya dalam olahraga,
kegiatan hari libur nasional dan lain sebagainya.
Pemberitaan (News)

Pemberitaan yang dimaksud disini yaitu dalam arti khusus
yang menjadi bahan beritadalam arti positif, sehingga dapat
menjadi sarana pemberitahuan yang efektif. Pajak juga
dapat disosidisaskan dalam bentuk berita kepada
masyarakat, sehingga dapat menjadi lebih cepat menerima
informasi tentang pajak.

Keterlibatan Komunitas (Community Involvment)
Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk
mendekatkan ingtitusi pgjak dengan masyarakat, dimana
iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran
untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum
institus pajak dibuka.

Pencantuman Identitas (Identity)
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Pencantuman identitas disini yaitu berkaitan dengan
pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang
ditunjukkan sebagai sarana pemberitahuan.

6) Pendekatan Pribadi (Lobbying)

Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi

yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan

tertentu dalam mensosialisasikan mengenai pajak terhadap
masyarakat.

Adanya sosialisas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
memiliki tujuan untuk semakin menambah wawasan wajib pajak
bumi dan bangunan/masyarakat mengenai pentingnya patuh dalam
membayar pajak bumi dan bangunan agar pembangunan daerah
dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan dari diadakannya
sosialisas  dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib
pajak/masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu

dengan patuh membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan Per paj akan
2.1.10.1 Pengertian Pengetahuan Per paj akan

Menurut Budhiartama & Jati (2016) pengetahuan perpajakan
adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui
peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka
bayar, maupun manfaat pgak yang akan berguna bagi kehidupan

mereka. Dalam penelitian ini pengetahuan perpgakan yang



64

dimaksud yaitu sejauh manawajib pajak mengerti akan fungsi Pajak
Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan
Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Selain mengerti
akan fungsi, kewajiban dan hak wajib pagjak juga perlu mengetahui
tentang adanya mekanisme serta tata cara dalam pembayaran pajak
terutang ke petugas/bank yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh
pemerintah daerah untuk bekerjasama. Pada umumnya semakin
tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpgjakan maka akan
semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya karena
mereka sudah mengetahui apabila tidak melaksanakan
kewajibannya maka mereka akan terkena sanksi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nila dan
Pancawati (2011) menyebutkan indikator-indikator pengetahuan
perpajakan antaralain sebagai berikut:

1. mengetahui dan memahami jenis-jenis pgak yang harus

dibayar

2. mengetahui dan memahami cara menghitung pajak

ataupun angsuran pajak sesuali undang-undang.

3. mengetahui dan memahami batas waktu pembayaran

pajak

4. mengetahui dan memahami sanks atas keterlambatan

pembayaran pajak

5. mengetahui dan memahami cara mengis Surat

Pemberitahuan (SPT)
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6. Mengetahui dan memahami sanks atas keterlambatan
pelaporan pajak

Indikator-indikator tersebut diukur dengan menggunakan

skala pengukuran likert 5 (lima) poin mulai dari :1 = Sangat tidak

setuju; 2 = Tidak setuju; 3 = Netral; 4 = Setuju; 5 = Sangat setuju.

2.1.10.2 Konsep Pengetahuan Per pajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) konsep pengetahuan
perpajakan yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimanahal ini telah diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya
diberlakukan bagi undang-undang pagak materil. Kemudian
pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang ada di Indonesia yang
menerapkan sistem self assessment system yaitu pemungutan pajak
yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib
pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir yaitu,
pengetahuan mengenai fungsi perpajakan yang terdiri dari fungs
penerimaan (budgetair), yang bertujuan untuk menyeimbangkan
pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara, dan fungsi mengatur
(reguler) yang bertujuan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam berbagal bidang.



2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabhel 2. 1 Penelitian Terdahulu
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No | Nama/Tahun Judul Variabel Variabel M odel Hasil Penelitian
X Y Analisis
1 | Yubiharto Analisis Faktor- |1. Pengetahuan | Kepatuhan | Analisis | Hasil dari penelitian
(STIE Taman | Faktor Yang Wajib Pajak | Wajib Regresi ini menunjukan
Siswa Mempengaruhi 2. Penyampaia | Pajak linear bahwa pengetahuan
Banjarnegara:2 | Tingkat n SPPT berganda | perpajakan dan
017) Kepatuhan 3. Sanksi penyampaian SPPT
Wajib Pajak Perpajakan berpengaruh positif
Bumi Dan signifikan kepatuhan
Bangunan Di wajib pajak bumi
Kecamatan dan bangunan,
Karanglewas sedangkan variabel
Kabupaten sanksi perpajakan
Banyumas mempunyai
pengaruh negatif
signifikan dan
variabel yang
mempunyai
pengaruh paling
besar adalah
pengetahuan
perpajakan
2 | Khasan Setigji | Faktor-Faktor 1. Motivasi Kepatuhan | Analisis | Hasil dari penelitian
& Adibatun Yang 2. SPPT Membayar | Regresi ini menunjukkan
Nisak Mempengaruhi 3. Pelayanan | PBB P-2 Linier bahwa Moativasi,
(UNS:2017) Kepatuhan Fiskus berganda | SPPT, Pelayanan
Membayar Pajak |4. Kesadaran Fiskus dan
Bumi Dan Wajib Kesadaran Wajib
Bangunan Pajak Pajak berpengaruh
Pedesaan Dan positif dan
Perkotaan. signifikan terhadap
kepatuhan
membayar PBB P-2
3 | Arif Rahman Pengaruh 1. Kesadaran Kepatuhan | Analisis | Hasil dari penelitian
(Universitas Kesadaran Wajib Wajib Pajak | wajib pajak | Regresi ini menunjukkan
Negeri Pajak, bTingkat 2. Tingkat dalam Linier bahwa kesadaran
Padang: 2018) | Pendidikan, Dan Pendidikan | membayar | Berganda | wajib pajak, tingkat
Pendapatan 3. Pendapatan | pajak bumi pendidikan, dan
Terhadap dan pendapatanberpenga
Kepatuhan bangunan ruh signifikan
Membayar Pajak positif terhadap
Bumi Dan kepatuhan wajib
Bangunan pajak dalam

membayar PBB.
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Lanjutan:
No | Nama/Tahun Judul Variabel Variabel M odel Hasil Penelitian
X Y Analisis

4 | Syamsu Alam | Pengaruh 1. Sosalisasi Kepatuhan | Analisis | Hasil dari penelitian
(Universitas Sosialisasi pajak, Pajak wajib pajak | Regresi ini menunjukkan
Islam Negeri kesadaran wajib 2. Kesadaran dalam Linier bahwa sosialisasi
Alaudin pajak, dan sanksi Wajib Pajak | membayar | Berganda | pajak, kesadaran
Makasar : pajak terhadap 3. Sanksi Pajak | pajak bumi wajib pajak dan
2014) kepatuhan wajib dan sanksi pajak

pajak dalam bangunan berpengaruh
membayar pajak signifikan positif
bumi dan terhadap kepatuhan
bangunan di wajib pajak

Desa Bringen

Kecamatan

Lilirilau

Kabupaten

Shoppeng

5 | Hengki Veru Faktor-Faktor 1. Tingkat Tingkat Analisis | Hasil dari penelitian
Purbolakseto Yang Pemahama | Kepatuhan | Regresi ini menunjukkan
(Universitas Mempengruhi n Linier bahwa tingkat
Bangka Kepatuhan 2. Tingkat Berganda | pemahaman, tingkat
Belitung Wajib Pajak Kesadaran kesadaran,

:2013) Dalam 3. Pelayanan pelayanan
Membayar Pajak Perpajakan perpajakan, tingkat
Bumi Dan 4. Tingkat ekonomi dan kontrol
Bangunan Ekonomi dari petugas masing-
Pedesaan 5. Kontrol masing berpengaruh
Perkotaan Petugas positif dan

signifikan terhadap
kepatuhan
masyarakat dalam
melakukan
pembayaran PBB-
P2.

6 | Guntur Jeti Pengaruh 1. Sosaisasi | Kepatuhan | Analisis | Hasil dari penelitian
Wijayanto sosialisasi pajak perpajakan | wajib pajak | Regresi ini menunjukkan
(Universitas dan pemahaman |2. Pemahama | bumi dan Linier bahwa sosialisasi
Negeri prosedur n Prosedur | bangunan Sederhan | perpajakan dan
Y ogyakarta perpajakan Pajak Perdessan | adan pemahaman
:2016) terhadap dan Berganda | prosedur pajak

kepatuhan wajib Perkotaan. berpengaruh

pajak dalam signifikan terhadap
memenuhi kepatuhan wajib
kewagjiban pajak pajak dalam

bumi dan memenuhi
bangunan kewagjiban pajak
perdesaan dan bumi dan bangunan
perkotaan di perdesaan dan
Kota Magelang perkotaan.

Tahun 2015
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L anjutan:
No | Nama/Tahun Judul Variabel Variabel M odel Hasil Penelitian
X Y Analisis
7 | Andrea Pengaruh 1. Kesadara | Kepatuhan | Analisis | Hasi dari penelitian
Meylita Kesadaran Wajib nWajib | Wgjib Regresi ini menunjukkan
Widyasti Pajak, Sanksi Pajak Pajak Bumi | Linier bahwa kesadaran
Parera & Perpajakan, 2. Sanksi Dan Berganda | wajib pajak, sanksi
Teguh Erawati | Pengetahuan Perpajak | Bangunan. perpajakan,
(Universitas Perpajakan, Dan an pengetahuan
Sarjanawiyata | Pelayanan Fiskus | 3. Pengetah perpajakan, dan
Tamansiswa Terhadap uan pelayanan fiskus
Y ogyakarta Kepatuhan Perpajak berpengaruh positif
:2017) Wajib Pajak an dan signifikan
Bumi Dan 4. Pelayana terhadap kepatuhan
Bangunan n Fiskus wajib pajak bumi
dan bangunan

Sumber : Pendliti Terdahulu ,2020

2.3 Kerangka Konseptual

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap

orang yang menjadi wajib pajak. Dengan terlaksananya kepatuhan wajib pajak,
maka dapat membantu mendorong pembangunan dan perekonomian yang dapat
mensegjahterakan masyarakat. Salah satu sumber dari pendapatan negara yang
memiliki kontribus cukup besar salah satunya yaitu dari pajak bumi dan
bangunan. Dengan adanya sumber penerimaan yang berasal dari pajak bumi
dan bangunan, suatu negara dapat terus membangun dan juga mengembangkan
daerah-daerah yang ada pada negara tersebut. Namun adanya permasalahan
pada tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan membuat target yang
ditetapkan tidak dapat tercapai dan terealisasi dengan baik.

Dengan ditemukannya permasalahan tersebut, pemerintah terus

mel akukan upaya dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan

bangunan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan
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terealisasikan dengan baik, salah satunya dengan cara meningkatkan kesadaran
wajib pajak, mempertegas sanks pajak, meningkatkan kualitas pelayanan
dalam bidang perpajakan, memberikan keringanan kepada masyarakat yang
pendapatannya di bawah rata-rata, rutin memberikan sosialisas kepada
masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan secara
tepat waktu, dan membantu dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian

ini dapat dijelaskan pada gambar 2.1 di bawah ini:

Kesadaran Wgjib Pajak
(X1)

Kualitas Pelayanan Pajak
(X2)

Sanksi Pajak
(X3)

Tingkat Kepatuhan
Wagjib Pajak Bumi
Dan Bangunan

(Y)

Pendapatan
(X4)

Sosialisas
(X9)

N~

Pengetahuan Perpajakan
(X6)

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
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2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secaraparsia kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanks
pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh
signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

2. Secarasimultan kesadaran wajib pajak, kualitas pel ayanan pajak, sanksi
pajak, pendapatan, sosialisas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh
signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan

bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.



BAB |11

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam pendlitian ini adalah
penelitian asosatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2014) “Penelitian
asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui dergjat
hubungan dan bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih. Dengan adanya
penelitian ini maka akan tercipta suatu teori baru yang dapat berfungs dalam

menjelaskan, mengontrol dan meramalkan suatu gejala”.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
3.2.1Lokas Penelitian
Lokas dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat
Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang berlokasi di Jalan Besar
No.2, Kwala Lau Bicik, Kutaimbaru, Kabupaten Deli Serdang,

Sumatera Utara 20354, Indonesia.

3.2.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan
selesai. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan melalui tabel di bawah

ini
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Tabel 3. 1 Jadwal Rencana Kegiatan

Bulan
No| JenisKegiatan [Jan'19Mar'19 Agst'19 Okt'19|Nov'19
Pengajuan Judul
Penyusunan Proposal

Seminar Proposal
Riset
Pengolahan Data

Penyusunan Skripsi

N[O [WIN]|F

Bimbingan Skrips

8|Sidang Megja Hijau
Sumber : Diolah Penulis (2020)

3.3 Defenis Operasional dan Pengukuran Variabel
3.3.1 Variabel Penelitian
Operasional variabel digunakan untuk tujuan penentuan skala
pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis
dengan menggunakan alat bantu ststistik dapat dilakukan secara baik dan
benar.
a. Variabel Bebas atau Independent Variable (X)
Variabel bebas atau Independent Variable (X) merupakan variabel
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau
timbulnya variabel dependen (terikat). Di dalam penelitian ini yang
menjadi variabel bebas adalah Kesadaran Wajib Pajak (X 1), Sanksi
Paak (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Pendapatan (Xs) dan
Pengetahuan Perpajakan (Xs).
b. Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y)
Defenis terikat atau dependent variable (Y) merupakan variabel

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel
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bebas. Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah

Tingkat Kepatuhan

3.3.2 Defenisi Operasional

Definis operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel

berikut :
Tabel 3.2
Operasional Variabel
Variabel Indikator Deskripsi Skala

Tingkat Indikator pengkuran kepatuhan wajib pajak Skala
Kepatuhan kepatuhan wajib pajak terdiri adalah suatu keadaan Likert
Wajib Pajak | dari: dimana wajib pajak
Bumi dan 1. Menyampaikan laporan memenuhi semua
Bangunan pajak dengan tepat waktu | kewgjiban perpajakan
Y) 2. Menghitung jumlah pajak | dan melaksanakan hak

yang terutang dengan perpajakannya.

benar Sumber : Safri

3. Melakukan pelaporan Nurmantu dalam Siti
SPT kekantor pajak tepat | Kurnia Rahayu (2010)

waktu
4. Melakukan pembayaran
pajak sesuai dengan pajak
yang terutang
5.  Melakukan pembayaran
pajak dengan tepat waktu
Sumber : Aryobimo (2012)
Kesadaran Indikator dalam kesadaran Kesadaran wajib pajak | Skala

Wajib Pajak | wajib pajak terdiri dari: merupakan konsistensi Likert
(X1) 1. Sadar bahwa membayar | komponen kognitif,
Pajak Bumi dan affektif, konatif, yang
Bangunan adalah berinteraksi dalam
kewagjiban warga Negara | memahami, merasakan,
Indonesia dan berperilaku
2. Membayar Pajak Bumi terhadap makna dan
dan Bangunan secara fungsi pajak.
tepat waktu Sumber : Rahman
3. Membayar pajak bumi (2018)
dan bangunan bukan
merupakan beban
4. Melaporkan apabila
terdapat perubahan
harta.

Sumber: Guntur Jati
Wijayanto (2016)
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5.

6.

wajib pajak dalam satu
bulan

Besarnya pendapatan
cukup untuk kebutuhan
sehari-hari dan bayar
pajak.

Besarnya pendapatan
hanya cukup untuk
kebutuhan sehari—hari

Wajib pajak memperoleh

raskin dari pemerintah
Pendapatan dari
pekerjaan pokok
Pendapatan dari
pekerjaan sampingan

Sumber ;: Nadwatul Khiroh
(2017)

L anjutan:

Variabel Indikator Deskripsi Skala
Kualitas Indikator kualitas pelayanan Kualitas pelayanan Skala
Pelayanan perpajakan terdiri dari: pajak merupakan Likert
Pajak 1. Waktu pelayanan 08.00- | pembandingan antara
(X2) 16.00 pelayanan yang

2. Petugas memberikan 3 S | dirasakan konsumen
(Senyum, Sapa dan dengan kualitas
Salam), rapi, sopan pelayanan yang
santun, dan mengenakan | diharapkan konsumen.
atribut yang lengkap Sumber : Sapriadi

3. Penyampaian informasi (2013)
yang lengkap dan jelas

4. Memberikan informasi
selama pelayanan

5. Apabila ada kesalahan
dari pengisian SPOP
petugas memberikan
penjelasan dengan baik
dan sopan.

Sumber : Purbolakseto

(2013)

Sanksi Pajak | Indikator pengukuran sanksi Sanksi perpajakan Skala
(X3) pajak terdiri dari : merupakan bentuk Likert
1. Merasakan dampak jika | hukuman yang

tidak membayar PBB diberikan oleh

2. Mengerti arti sanksi pemerintah kepada
pajak wajib pajak yang tidak

3. Mengetahui tata cara melaksanakan
pembayaran PBB kewagjibannya secara

4. Membayar PBB tepat tepat waktu.
waktu Sumber : Widiastuti &

Sumber : Siti Fatimah (2014) | Laksinto ( 2014)

Pendapatan | Indikator pendapatan terdiri Pendapatan adalah Skala
(Xa) dari: tanggungan jumlah Likert
1. Besarnya pendapatan uang atau nilai yang

selama tahun takwin

diperoleh seseorang

dari :

1. Usahadantenaga

2. Barangtak bergerak

3. Hartabergerak

4. Hak atas
pembayaran berkala

Sumber : | sawati

(2018).




75

L anjutan:

Variabel Indikator Deskripsi Skala
Sosialisasi Indikator di dalam sosialisasi Sosialisasi perpajakan Skala
(Xs) antaralain: adalah upaya Likert

1. Tatacarasosalisasi pemberitahuan yang
pajak dilakukan oleh Dirjen
2. Frekuens sosialisasi Pajak untuk
pajak memberikan sebuah
3. Kejelasan sosialisasi pengetahuan,
pajak yang diberikan pemahaman, informasi,
petugas pajak serta bimbingan baik
4. Pengetahuan perpajakan. | secaralangsung
Sumber: Guntur Jati maupun tidak langsung
Wijayanto (2016) kepada masyarakat
khususnya pada wajib
pajak agar mengetahui
tentang segala hal
mengenai perpajakan
sertatata cara
perpajakan
menggunakan metode
yang tepat.
Sumber: Rahmawati,
dkk (2013)
Pengetahuan | Indikator pengetahuan akan Pengetahuan Skala
Perpajakan perpajakan antaralain: perpajakan adalah Likert
(Xe) 1. mengetahui dan kemampuan seorang
memahami jenis-jenis wajib pajak dalam

pajak yang harus
dibayar

2. mengetahui dan
memahami cara
menghitung pajak
ataupun angsuran pajak
sesual undang-undang.

3. mengetahui dan
memahami batas waktu
pembayaran pajak

4. mengetahui dan
memahami sanksi atas
keterlambatan
pembayaran pajak

5. mengetahui dan
memahami cara mengisi
Surat Pemberitahuan
(SPT)

6. Mengetahui dan
memahami sanksi atas
keterlambatan pelaporan
pajak.

Sumber : Nila dan Pancawati

(2011)

mengetahui peraturan
perpajakan baik itu soal
tarif pajak yang akan
mereka bayar, maupun
manfaat pajak yang
akan berguna bagi
kehidupan mereka.
Sumber : Budhiartama
& Jati (2016)

Sumber: Peneliti Terdahulu, 2020
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3.4 Populasi dan Sampel/ Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Populas dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) “populasi merupakan wilayah
generalisasi yang terdiri atas. obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh pendliti untuk dipelgari dan
kemudian ditarik sebuah kesimpulannya”. Karakteristik populasi di dalam
penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga yang telah terdaftar menjadi
wajib Pgjak Bumi dan Bangunan yang berada di Kecamatan Kutalimbaru
Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Sugiyono (2017) “sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Di dalam penelitian ini

sampel yang diambil menggunakan rumus slovin yang dapat kita lihat

sebagai berikut:
_ N
T Ne

Sumber: Sugiyono,2017
Dimana:
n = jumlah elemen/anggota sampel
N = jumlah elemen/anggota popul as
E = error level (tingkat kesalahan)
Jumlah populasi berdasarkan dari data yang diperoleh peneliti di
Kantor Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang tahun 2018
sebanyak 10.522 Kepala K eluarga, maka batas minimal dalam pengambilan

sampel adalah sebagai berikut
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10.522
1+10.522 (0,1)*

_ 10522
1+105,22

= 99,05 dibulatkan menjadi 99.

Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas maka sampel yang diambil
dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 kepala keluarga yang menjadi
wajib Pgjak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten
Deli Serdang. Berikut ini adalah data sampel untuk penentuan ke 99
responden dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten
Deli Serdang.

Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengambilan sampel di
dalam penelitian ini adalah cluster proportional random sampling yaitu
pengambilan sampel berdasarkan kelompok yang diambil secara acak dari
tiagp sub populasi dengan mempertimbangkan besar kecilnya sub-sub
populas tersebut. Menggunakan teknik ini dikarenakan objek paak yang
diteliti sangat luas dan populasinya mempunyai anggota yang tidak
homogen.

Tabel 3. 3. Data Penentuan Jumlah Sampel 14 Desa Di Kecamatan
Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

No | Desa/Kdurahan | Jumiah WP | Propors Sampel Jumlah Sampel
(KepalaKeluarga)
423 423 X99=4
1 Namo Mirik 10522 4
4r8 478 v 99=5
2 Namo Rube Julu 10522 5
5
548 48 X 99=5
3 Kutalimbaru 10522 5
361 361 -
. 10522 X99=3
4 Kwala Lau Bicik 3
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Lanjutan:
No | Desa/Kelurahan Jumlah WP |- Propors Sampel Jumlah Sampel
( KepalaKeluarga)

1462 1462 X 99 = 14

5 Lau Bakeri 10522 14
597 597 X 09=6

6 Pasar X 10522 6
756 756 X 99 =7

7 Sukadame 10522 7
869 869 X 09=8

8 Sampe Cita 10522 8
777 777_x 99=7

9 | Sawit Rejo 10522 -
1519 1519 X 99 = 14

10 | Sei Mencirim 10522 14
650 650 X 09=6

10522

11 | Silebo-Lebo 6
583 583 X 99 =6

12 | SukaMakmur 10522 6
878 878 X 90=8

13 | SukaRende 10522 8
621 621 X 90=6

14 | Perpanden 10522 6

Jumlah 10.522 9

Sumber: Diolah Penulis,2020

Berdasarkan perhitungan proporsi sampel penelitian padatabe 3.3 di

atas, dapat kita ketahui besarnya jumlah sampel masing-masing ke 14 desa

di Kecamatan Kutalmbaru Kabupaten Deli Serdang. Dari jumlah sampel

tersebut akan dikelompokkan lagi menurut jenis kelamin, usia, pendidikan,

dan mata pencaharian wajib pajak.

3.4.1 Jenisdan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif

dalam bentuk pendapat dari responden, kemudian diolah menjadi data

angka (kuantitatif) sesuai dengan skala yang sudah tertera di kuisioner
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penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data
primer dan juga data sekunder.

Menurut Sugiyono (2016) data primer merupakan sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sehingga data primer
dalam penelitian ini adalah dengan pengisian kuisioner oleh wajib pajak
yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan
Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Sugiyono (2016) data sekunder merupakan pengumpulan
sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul
data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam
penelitian ini diperoleh dari Kantor Camat Kutalimbaru berupa data
dokumen target redisas pajak bumi dan bangunan dari tahun 2014-2018
untuk wilayah Kecamatan Kutalimbaru, jurnal, buku, internet maupun

artikel.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada data primer peneliti menyebarkan kuisioner kepada seluruh wajib
paak yang berada di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
Kuisoner yang disebarkan merupakan pernyataan tertutup dimana hanya
responden yang akan memberikan tick mart (V) pada pilihan jawaban yang
tersedia. Pada penelitian ini menggunakan skala likert dimana angka dimulai 1
sampai 5. Dimana angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 untuk
Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Netral (N), angka 4 menyatakan Setuju (S),

dan angka 5 untuk Sangat Setuju (SS).
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3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regres
linier berganda. Menurut Sugiyono (2014) regresi linier berganda digunakan
untuk menguji pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel
dependen (). Pengujian ini menggunakan software SPSS (Satistics Package
For Social Science) V24. Persamaan Regres Linier berganda adalah sebagai

berikut:

Y = a+ B1X1 + B2X2 + BaX3+ PaXat BsXs 4

Sumber: Sugiyono,2014

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

o = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X1= Kesadaran Wjib Pajk

X2= Kualitas Pelayanan Pajak

X3=Sanks Pajak

X4 = Pendapatan

X5= Pengetahuan Perpajakan

¢ =Terms error

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  mendeskripskan  atau
menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa

bermaksud untuk menarik kessmpulan yang berlaku secara generalisasi.
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Dalam datistik deskriptif hasil jawaban dari responden akan
dideskripskan menurut masing-masing variabel penelitian. Sugiyono

(2010)

. Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukannya analisis data, maka harus diuji validitas dan
reliabilitas terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar kualitas data yang
dihasilkan dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas, pengujian
ini dilakukan untuk mengetahui konsistens dari data yang dikumpulkan.
a Uji Validitas
Menurut Ghozali (2013) uji validitas yaitu untuk mengukur sah atau
tidaknya suatu kuisioner, suatu kuisioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuisioner mengungkapkan sesuatu yang akan diukur
oleh kuisioner tersebut. Suatu pengukuran dikatakan valid apabila
mengukur tujuannya dengan nyata atau benar, karena instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuisioner maka uji validitas
data yang dilakukan dengan uji validitas isi. Pengujian validitas is
dilakukan dengan menghitung korelas antara skor item instrumen
dengan total skor. Nilai koefisien korelas antara skor setigp item
dengan skor total hitung dengan analisis corrected item-total
correlation. Apabila koefisien korelas r table padataraf signifikan 5%

atau 10% suatu instrument dinyatakan valid.
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b. Uji Redibilitas
Menurut Ghozali (2013) uji reliabilitas adalah suatu alat ukur disebut
mantap dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat
diandalkan dan dapat diramalkan. Pengujian reliabilitas dengan
menggunakan cronbach alpha (a). Koefisien cronbach alpha yang
lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrument. Selain
itu, semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistens
internal  kesungguhan responden dalam menjawab semua item

pertanyaan penelitian.

3. Uji Asums Klasik
Uji Asums Klasik pada penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa
normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas tidak terdapat dalam
model yang digunakan. Jika keseluruhan syarat tersebut terpenuhi, berarti
bahwa model analisis telah layak untuk digunakan.
a. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui
apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk
mendeteks apakah regres memiliki distribusi data yang normal atau
tidak dapat dilihat melalui normal probability plot (P Plot). Dimana
jika data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik data
searah dengan garis diagonal maka data menunjukkan pola distribus
normal. Sebaliknya jika titik-titik data menyebar jauh dari garis
diagona atau penyebaran titik-titik data tidak searah dengan garis

diagonal maka data menunjukkan pola distribusi tidak normal. Selain
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dapat dilihat melalui P Plot normalitas data dapat juga dilihat dari
analisa statistik kolmogorov test (K-S) dimana uji normalitas data

dilihat dari nilai asymp.sig (2-tailed) diatas o = 0,05.

. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2013) dilakukannya pengujian ini untuk mengetahui
apakah dalam suatu model regresi terdapat persamaan atau perbedaan
varians dari resdual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya.
Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap
maka hal ini yang disebut dengan homokedastisitas, dan jika berbeda
disebut dengan heterokedastisitas.

Menurut Ghozali (2013) menyatakan bahwa deteks akan ada atau
tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan melihat ada atau
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jka ada pola tertentu
maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Tetapi jika
tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan

dibawah angka 0 pada sumbu Y makatidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau
tidaknya hubungan atau korelas antara variabel independen.
Multikoleniaritas nenyatakan hubungan antara sesame variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat adanya
korelas antara variabel independen. Ghozali (2013). Menurut Ghozali

(2013) untuk dapat mendeteks adanya multikolinearitas di dalam
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model regres dapat dilihat dari besarnya VIF (variance inflation
factor). Regres dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika besar nila

VIF< 10 dan nilai tolerance > 0,10.

4. Uji Hipotesis
a UjiF
Dalam uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regres dapat
digunakan untuk memperediks variabel dependen. Pada uji F
pengujian dilakukan menggunakan significance o. sebesar 0,05. Berikut
ini criteriauntuk uji F adalah:
1) Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima

2) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak

b. Uji t

Dalam penelitianini uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui
apakah varabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel
dependen. Dimana pengujian ini dilakukan dengan menggunakan
significance level 0,05 (o = 5%).

Berikut kriteria yang digunakan untuk uji t adalah:

1) Jika nilai signifikan < o (0,05) atau t hitung < t tabe Maka Ho

diterima Ha ditol ak.
2) Jika nilai signifikan > a (0,05) atau t hiwng > t tape Maka Ho ditolak

Haditerima. (Sapriadi, 2013)
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c. Uji Koefisien Determinas (R?)
Koefisen determinas digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan varias variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi antaranol dan satu. Jikanilai R? yang kecil
berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varias
variabel dependen sangatlah terbatas. Sedangkan  nilai yang
mendekati angka satu menggambarkan variabel -variabel independen
memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediks variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasl Pendlitian

4.1.1 Deskrips Umum Objek Penelitian

Kecamatan Kutalimbaru merupakan salah satu kecamatan yang
termasuk ke dalam kawasan Kabupaten Deli Serdang dengan luas
mencapal 178,81 Km persegi yang terdiri dari 14 Desa dan 100 Dusun
dengan jumlah penduduk mencapai 43.292 jiwa yang terdiri dari
bangunan, perkebunan, dan persawahan. Batas-batas wilayah Kecamatan
Kutalimbaru antaralain:

a. Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sunggal dan

Kecamatan Pancur Batu

b. Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sibolangit

c. Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pancur Batu

d. Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat

Berdasarkan data padatahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan
Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang berjumlah 43.292 orang yang terdiri
dari laki-laki yang berjumlah 21.525 orang dan perempuan berjumlah
21.767 orang, Kecamatan Kutalimbaru memiliki kepadatan jiwa sebesar
242 jiwalkm?. Jumlah kepala keluarga (KK) yang berada di Kecamatan

Kutalimbaru adalah 10.522 kepala keluarga.

86
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4.1.2 Deskrips Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu kepala kel uarga yang menjadi
wajib pajak bumi dan bangunan, dimana kuesioner yang akan disebarkan
sebanyak 99 kuesioner untuk 99 orang kepala keluarga yang menjadi
wajib pajak. Kuesioner disebarkan secara acak kepada 99 kepala keluarga
yang menjadi wajib pajak dan yang mengisi kuesioner ini adalah kepala

keluarga/suami atau istri.

4.1.2.1 Responden Berdasarkan JenisKelamin (Gender)
Sampel penelitian dari 99 responden berdasarkan jenis
kelamin:

Tabel 4.1Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No JenisKelamin Jumlah Persentase (%)
1 Laki-Laki 57 57,6 %
2 Perempuan 42 42,4 %
Totd 99 100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel 4.1 dapat kita ketahui bahwa responden sebagian
besar berjenis kelamin Laki-laki, yaitu sebanyak 57 orang berjenis
kelamin Laki-laki (57,6%), sedangkan untuk jenis kelamin

perempuan yaitu sebanyak 42 orang (42,4%).

4.1.2.2 Responden Ber dasar kan Usia

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisioner/angket yang
telah dilakukan tentang usia wajib pajak yang menjadi responden di
kecamatan Kutalimbaru Kabupeten Deli Serdang diperoleh data

sebagal berikut:
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No Usia Jumlah Persentase (%)
1 20-24 29 29,3%
2 25-35 10 10,1%
3 36-45 23 23,2%
4 >45 37 37,4%
Tota 99 100%

Sumber: Data Primer diolah, 2020
Berdasarkan tabel 4.2, karakteristik usia responden
sebagian besar berusia diatas 45 tahun sebanyak 37 orang (37,4%),
sedangkan sisanya sebanyak 29 orang atau 29,3% berusia antara
20-24 tahun, sebanyak 23 orang atau 23,2% berusia antara 36-45
tahun dan yang terkecil sebanyak 10 orang atau 10,1% ada di usia

25-23 tahun.

4.1.2.3 Responden Ber dasar kan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisioner/angket yang
telah dilakukan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Déeli
Serdang, maka diperoleh data tentang tingkat pendidikan dari wajib
pajak yang menjadi responden sebagai berikut:

Tabel 4.3 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 SD 1 1,0%
2 SMP 5 5,1%
3 SMA 63 63,6%
4 D1-D3 13 13,1%
5 Sl 11 11,1%
6 S2 6 6,1%
Total 99 100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2020
Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar
tingkat pendidikan responden di Kecamatan Kutalimbaru

Kabupeten Deli Serdang adalah lulusan SMA yaitu sebanyak 63
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orang atau sebesar 63,6% sedangkan tingkat pendidikan terendah

adalah lulusan SD yaitu sebanyak 1 orang atau sebesar 1,0%.

4.1.2.4 Responden Ber dasar kan M ata Pencaharian
Berdasarkan hasi| penelitian yang telah peneliti lakukan dari

penyebaran kuisioner/angket mengenai data tentang pekerjaan

pokok wajib pgak yang menjadi responden di Kecamatan

Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang diperoleh data sebagai

berikut:
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Mata Pencaharian
No M ata Pencaharian Jumlah Presentase (%)
1 Petani 37 37,4%
2 Pedagang 21 21,2%
3 Buruh Pabrik 16 16,2%
4 Pegawai 18 18,2%
5 Bidan Desa 2 2,0%
6 PNS 5 51%
Totd 99 100%

Sumber: Data Primer yang diolah,2020

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa pekerjaan pokok
responden di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang
mayoritas adalah Petani yaitu sebanyak 37 orang (37,4%) dan yang
paling sedikit adalah Bidan Desa yaitu sebanyak 2 orang atau

sebesar 2,0% sgja.

4.1.2.5 Responden Berdasarkan Kondis Bangunan
Berdasarkan  hadll penelitian  dari penyebaran
kuisioner/angket, maka diperoleh data tentang kondis bangunan

yang terdiri dari atap rumah, dinding rumah, dan lantai rumah dari
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wajip pajak yang menjadi responden di Kecamatan Kutalimbaru
Kabupaten Deli Serdang diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.5 Responden berdasarkan kondisi bangunan

Kondisi Bangunan Kategori Jumlah Presentase
Gerting 29 orang 29.2%
AtapRumeh  |Seng 70 orang 70,8 %
Totdl 99 orang 100%
Tembok 65 orang 65,7 %
- Setenggh Tembok | 22 orang 22,2%
Dindng Rureh Papan 12 oramy 121%
Totdl 99 orang 100%
Keramk 73 ora 13,7%
: Taneh 1 orang 1,0%
LataRmeh 2 orang 2%53%
Totdl 3orang 100%

Sumber: data primer diolah,2020

Berdasarkan tabel 4.5 dapat kita ketahui bahwa sebagian
besar atap rumah responden di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten
Deli Serdang adal ah seng yaitu sebesar 70 orang (70,8%) sedangkan
atap rumah terkecil adalah dari Genting yaitu sebanyak 29 orang
(29,2%). Dinding rumah responden di kecamatan Kutalimbaru
Kabupaten Deli Serdang mayoritas adalah tembok yaitu sebesar 65
orang (65,7%), sedangkan dinding rumah terkecil adalah dari papan
yaitu sebanyak 12 orang (12,1%). Dan untuk lantai rumah, sebagian
besar lantai rumah responden di kecamatan Kutalimbaru Kabupaten
Deli Serdang adalah keramik yaitu sebesar 73 orang (73,7%)
sedangkan lantai rumah paling sedikit adalah dari tanah yaitu

sebanyak 1 orang (1,0%).
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4.1.3 Deskrips Variabel Penelitian
4.1.3.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif pada penelitian maximum ini berfokus
pada suatu data dari nilai range, minimum, , mean dan standart
deviation dari sebuah variabel pendlitian. Untuk lebih jelasnya
mengenai statistik deskriptif dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

i Qe Mnimum  Manmum Maan oid. Destation
JULHEAP & | ~ » 15 - ) - I _ 1583
JULHKFP @ ﬁ 17 25 00 1.500
JULHSF % 11 i 19 1543 1343
JULHP 2] 16 it Nz 2313
JULH3O ) g 3 0 M 2166
JULHPF @ 16 12 N ¥ 2758
JULHTHOAP 2] 1 12 2 19H 1645

badid M liskhusan V¥
vaid N fiishwigs) b

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Hasil output statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai
minimum, maksimum, rata-rata, range, dan standar devias untuk
kesadaran wajib pajak,kualitas pelayanan pajak, sanks paak,
pendapatan, sosialisasi, pengetahuan wajib pajak, dan tingkat
kepatuhan wajib pajak dari 99 sampel, dimana untuk hasil output
variabel kesadaran wgjib pagjak memiliki nila minimum 15 nilai
maksimum 20 dengan rata-rata 17,27 bahwa wajib pajak telah
memiliki kesadaran dalam memenuhi kepatuhan perpaakannya
dengan standar deviasi 1,583. Nilal range adalah selisih antara nilai

minimum dan maksimum sebesar 5.
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Hasil ourput variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai
minimum 17 nilai maksmu 25 dengan rata-rata 20,71 yang artinya
bahwa wajib pajak telah merasakan hasil pelayanan yang baik yang
diberikan oleh petugas wajib pagak dengan standar deviasi sebesar
1,500. Nilai range adalah selish antara nilai minimum dan
maksi mum sebesar 8.

Hasil output variabel sanks pajak memiliki nilai minimum
yaitu sebesar 8 nila maksmum 19 dengan rata-rata 15,85 bahwa
wajib pgjak telah merasakan sanksi pgak yang telah diatur dalam
perundang-undangan dengan baik dengan standar devias sebesar
1,343. Nilai range adalah selish antara nilai minimum dan
maksi mum sebesar 11.

Hasil output variabel pendapatan memiliki nilai minimum
sebesar 14 nilai maksimum 30 dengan rata-rata 22,71 yang artinya
bahwa wagjib pajak telah merasakan dengan penghasilan yang
dimiliki mampu membayar pgjak yang terutang dengan standar
devias sebesar 2,313. Nilai range adalah selisih antaranilai minimum
dan maksimum sebesar 16.

Hasil output variabel sosialisasi memiliki nilai minimum yaitu
sebesar 31 nilai maksimum 40 dengan rata-rata 34,32 yang berarti
bahwa wajib pajak telah menerima sosialisas tentang perpajakan
dengan baik yang telah diberikan pemerintah daerah kepada wajib
pajak dengan standar devias sebesar 2,166. Nilal range adalah selisih

antara nilai minimum dan maksimum sebesar 9.
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Hasil output variabel pengetahuan perpajakan memiliki nila
minimum 12 nilai maksimum 30 dengan rata-rata 24,94 yang artinya
bahwa wajib pgak telah mengerti dan memahami apa itu pajak
dengan baik dengan standar devias sebesar 2,758. Nilai range adalah
selisih antara nilai minimum dan maksimum sebesar 18.

Hasi| output variabel tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki
nilai minimum 12 nilai maksimum 25 dengan rata-rata 19,74 yang
artinya bahwa wajib pajak telah memenuhi kepatuhan dalam
memenuhi kewajibannya dengan baik dengan standar deviasi sebesar
1,645. Nila range adalah selish antara nilai minimum dan

maksimum sebesar 13.

4.1.3.2 Uji Kualitas Data
Sebelum data dianalisis sebaiknya terlebih dahulu harus diuji
validitas dan redlibilitas terlebih dahulu. Dimana kualitas data yang
nantinya akan dihasilkan dapat dievaluas melalui uji validitas dan
reliabilitas, pengujian ini dilakukan gunanya untuk mengetahui
konsistens dari data yang telah dikumpulkan.
a. Uji Validitas Data
Menurut  ghozali (2013) uji validitas yaitu untuk
mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner, suatu
kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner
tersebut. Apabila koefisien korelas hitung lebih besar
dibandingkan dengan koefisen t tabel pada taraf

signifikan 5% atau 10% suatu instrument dinyatakan
valid.



tabel = df

df =N-2
= 99-2
=97
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Jadi nilai tabel dalam penelitian ini adalah 0,1975

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Variabel Butir rhitung | rtabel | Keterangan
Pernyataan
Kesadaran | PKWP1 0,559 0,1975 | Valid
Wajib Pajak | PKWP2 0,882 0,1975 | Vvalid
PKWP3 0,720 0,1975 | valid
PKWP4 0,874 0,1975 | Vvalid
Kualitas PKPP1 0,693 0,1975 | Vvalid
Pelayanan | PKPP2 0,730 | 011975 | Valid
Pajak PKPP3 0,686 | 0,1975 | Valid
PKPP4 0,678 0,1975 | valid
PK PP5 0,735 0,1975 | Valid
Sanksi Pajak | PSP1 0,634 0,1975 | valid
PSP2 0,842 0,1975 | valid
PSP3 0,763 0,1975 | Vvalid
PSP4 0,788 0,1975 | valid
Pendapatan | PP1 0,816 0,1975 | Valid
PP2 0,677 0,1975 | valid
PP3 0,772 0,1975 | Valid
PP4 0,708 0,1975 | valid
PP5 0,632 0,1975 | Valid
PP6 0,645 0,1975 | valid
Sosidisas | PSO1 0,497 0,1975 | Valid
PSO2 0,587 0,1975 | valid
PSO3 0,604 0,1975 | Valid
PSO4 0,708 0,1975 | valid
PSO5 0,503 0,1975 | valid
PSO6 0,673 0,1975 | Vvalid
PSO7 0,659 0,1975 | valid
PSO8 0,695 0,1975 | Vvalid
Pengetahuan | PPP1 0,709 0,1975 | valid
Perpgjakan | PPP2 0,597 0,1975 | Vvalid
PPP3 0,515 0,1975 | valid
PPP4 0,787 0,1975 | valid
PPP5 0,802 0,1975 | valid
PPP6 0,787 0,1975 | valid
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L anjutan:
Tingkat PTKWP1 0,838 0,1975 Valid
Kepatuhan PTKWP2 0,634 0,1975 Valid
Wajib Pajak | PTKWP3 0,845 0,1975 Valid
PTKWP4 0,838 0,1975 Valid
PTKWP5 0,725 0,1975 Valid

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Dari hasil output uji validitas diatas dapat dilihat bahwa
'hitung >'tabel yang artinya bahwa instrument yang dipakai

dalam penelitian ini dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut ghozali (2013) pengujian reliabilitas dengan
menggunakan cronbach alpha (o). Koefisien cronbach alpha yang
lebih besar dari 0,60 menunjukkan keandalan (redlibilitas)
instrument. Selain itu semakin mendekati menunjukkan semakin
tinggi konsistens internal kesungguhan responden dalam menjawab
semua item pertanyaan penelitian.

Tabel 4.8 Uji realibilitas

Variabel Cronbach Standar K eterangan
Rdliabilitas

Kesadaran Wajib | 0,739 0,60 Rdiabilitas

Pajak

Kualitas Pelayanan | 0,718 0,60 Reliabilitas

Pajak

Sanksi Pajak 0,733 0,60 Rdliabilitas

Pendapatan 0,801 0,60 Rdiabilitas

Sosialisasi 0,761 0,60 Réiabilitas

Pengetahuan 0,785 0,60 Réliabilitas

Perpajakan

Tingkat Kepatuhan | 0,807 0,60 Reliabilitas

Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel

kesadaran wajib pajak memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,739
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> 0,60 yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak
mempunyai butir pertanyaan/pernyataan yang reliable atau handal.
Variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai cronbach alpha
sebesar 0,718 > 0,60 artinya variabel kualitas pelayanan pajak
mempunyai butir pertanyaan/pernyataan yang reliable atau handal.
Variabel sanksi pajak memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,733 >
0,60 yang artinya variabel sanks pajak mempunya butir
pertanyaan/pernyataan yang reliable atau handal. Variabel
pendapatan memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,801 > 0,60 yang
berarti bahwa dalam variabel pendapatan memiliki butir
pertanyaan/pernyataan yang reliable atau handal. Variabel
sosialisasi memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,761 > 0,60 yang
berarti bahwa variabel sosialisas  mempunyai  butir
pertanyaan/pernyataan yang reliable atau handal. Variabel
pengetahuan perpgjakan memiliki nilai cronbach alpha sebesar
0,785 > 0,60 artinya di dalam variabel pengetahuan perpajakan
memiliki butir pertanyaan/pernyataan yang reliable atau handal.
Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai cronbach
alpha sebesar 0,801 > 0,60 hal ini berarti bahwa variabel tingkat
kepatuhan wajib pajak memiliki butir pertanyaan/pernyataan yang

reliable atau handal.
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4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukannya uji asums klasik yaitu
untuk memenuhi persyaratan dalam menganalisis sebuah data baik
data berbentuk kuantitatif yang menggunakan angket maupun
kuantitatif yang tidak menggunakan angket, dalam melakukan
pengujian ini dapat diketahui bahwa tidak semua data dapat

diterapkan regresi.

1) Uji Nor malitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam
model regres kedua variabel baik variabel independen maupun
variabel dependen memiliki distribus yang normal. Untuk
mendeteks apakah regres memiliki data yang normal atau tidak
dapat dilihat melalui norma probability plot ( P Plot). Jika data
menyebar disekitar garis diagonal maka data menunjukkan pola
distribusi yang normal, sebaliknya jika titik-titik data menyebar jauh
dari garis diagonal atau penyebaran data tidak searah dengan garis

diagona maka data menunjukkan pola distribusi tidak normal.
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a) AnaisaGrafik

Normal P2 Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: JMLHTKWF
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Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020
Gambar 4.1 Normal P-Plot

Pada gambar grafik P Plot pada gambar 4.1 dapat dilihat
bahwa penyebaran titik data searah dengan garis diagonal, maka data

dalam penelitian ini menunjukkan pola distribusi normal.

b) Analisa Statistik
Tabel 4.9 Hasl Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz

wol Residual

o T
NMermal Farameters® ? Mean 0000000
Std. Deviabton 98921053

MostExreme Dffarences Absoiute 061
Fositvae 061

Nagative - 059

Fest Statistic 061
Asymp. Sig. (2-1alled) 2004

a. Test distribhution Is Normal.

b Calculated from data.

c. Lilllaefors Significanca Correction.

cd. This 1a a lowar bound oftha truae signficanca.

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020
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Dari hasil uji normalitas kolmogrov smirnov padatabel 4.9
dapat kita lihat bahwa data berdistribus normal, dimana nilai
asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,200 yang artinya bahwanilai asmp.sig
(2-tailed) berada diatas o = 0,05. Dalam penelitian ini model regresi

layak dipakai karenalulus uji normalitas data.

2) Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2013) uji multikolinearitas digunakan
untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelas antara
variabel independen. Bahwa deteks atau tidaknya multikolinearitas
didalam model regres dapat dilihat dari besarnya VIF (variance
inflation factor) dan tolerance. Regresi bebas dari multikolinearitas
jikabesar nilai VIF < 10 dan nilal tolerance > 10.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Cofiieats’
satnizyg
Vst i

Cansr { § 1.1} B
Yasaiaan Vi =aa [ -7 N &7 0
VU382 Fibren Pl A il I PO X (00 UL £
IabsiFs ¥ {3} 4 Mm [t TN R F )
137 51 || |3 i 168 PN 1 ! 41

93 ) {] icg i £ | 13
Patatun Femigian A0 I oA e oo

3 Depenban Vateth Trgkad Fegadun Vi) P

Sumber: Data diolah pendliti menggunakan Spss V24, 2020
Hasil output pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai

tolerance kesadaran wajib pajak sebesar 0,887, kualitas pelayanan
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paak sebesar 0,697, sanks pgak sebesar 0,847, pendapatan
sebesar 0,709, sosialisas sebesar 0,881 dan pengetahuan
perpajakan sebesar 0,907, semua nilai tolerance diatas 0,10 dan
nilai VIF dibawah 10. Hal ini membuktikan bahwa data di dalam
penelitian ini tidak ada multikolinearitas antara variabel

independen dalam model regresi.

3) Uji Heter okedastisitas

Menurut Ghozali (2013) dilakukannya Ui
heterokedasti sitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu
model regres terdapat persamaan atau perbedaan varians dari
residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika
varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap
maka disebut homokedastisitas, jika berbeda disebut
heterokedastisitas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak

terjadinya heterokedastisitas.

Scattarplot

Depgendent Vanable! Tsghat Kepulutarn Weapty Pajak
3
»
|
E J\\
R o q
3 o >
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&

Hegression Standoardized Fredioted Value

Sumber: Data diolah oleh peneliti menggunakan Spss V24, 2020
Gambar 4.2 Scatterplot Heterokedastisitas
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Dari hasil output scatterplot pada gambar 4.2 diatas dapat

kita ketahui bahwa titik-titik (plot) tidak adanya pola yang jelas,

titik-titik (plot) menyebar ke atas dan kebawah angka O pada

sumbu Y, sehingga dapat dismpulkan bahwa seluruh variabel

dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

4.1.3.4 Uji Hipotesis

1) UjiF

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel kesadaran

wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanks pajak, pendapatan, sosialisas

dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap

variabel Y (dependen). Untuk melihat apakah variabel independen

berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen dapat dilihat dari

tabel berikut.
Tabel 4.11 Hasll Uji F
ANOVA®
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 169.275 6 28.213 27.066 .000°
Residual 95.897 92 1.042
Total 265172 98

a. Dependent Variahle: Tingkat Kepatuhan Wajih Pajak

h. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan, Kesadaran Wajih

Pajak, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Spss V24, 2020

Pada tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa F nitung Sebesar 27,066

sedangkan F tape padatingkat signifikan sebesar 0,05 dan df1=7-1=6dan
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df2= n-k= 99-7=92 sebesar 2,20. Sehingga Fritung > Fiabel Yaitu 27,066 >
2,20 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya bahwa kesadaran wajib pajak,
kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisas dan
pengetahuan perpagjakan (independen) berpengaruh secara simultan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (dependen).

2) Uji t

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel kesadaran wajib
pajak, kualitas pelayanan pajak, sanks pajak, pendapatan, sosialisasi, dan
pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y
(dependen). Pengujian ini dilakukan pada taraf signifikan 0,05 dengan
hasil tiane Yaitu sebesar 1,986. Untuk melihat apakah variabel independen
berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Hasil Uji t

Coefficionts”
ardiz
Ingian rad Coeficlams eTciams
Nads i | EEmE | e ) b | M
orestani] 2 4FE 22764 {080 T
B an VY Haj b - JES i] =] 52 JTHE A3
KiaraE Pelavanan Fajai 4537 DEZ 412 546 (LN A}
E 0Nk Pk 35A 1]} an 4.263 (L]
Fendagan 1=H 1] 1RR 2523 (g}
oyl -5 & - 0133 - 441 e
Panpetahuan Farpagakan 240 i =] Ans [REY! L0

. Deperdent Wanable: Tingkat Kepatuban Wayib Pajab

Sumber: Data yang diolah pendliti menggunakan Spss V24, 2020
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Dari hasil output uji t pada tabel 4.12 diatas, akan dijelaskan
variabel kesadaran wajib pagjak, kualitas pelayanan pajak, sanks pajak,
pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan secara parsial berikut
ini:

a) Variabel kesadaran wgjib pajak pada tabel diatas memiliki nilai
thitung < trapel Yaitu -0,796 < 1,986 dengan nilai signifikan 0,428 >
0,05. Dengan demikian Ho diterima dan Haditolak. Artinya bahwa
secara parsial variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan.

b) Variabel kualitas pelayanan pajak padatabel diatas memiliki nilai
thitung > trape Yaitu 5,486 > 1,986 dengan nilai signifikan 0,000 <
0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Haditerima. Artinya bahwa
secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara
signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan.

c) Variabel sanks pajak padatabel diatas memiliki nilai thitung > trane
yaitu 4,263 > 1,986 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Dengan
demikian Hoditolak dan Haditerima. Artinya bahwa secara parsia
variabel sanksi pagak berpengaruh secara signifikan terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

d) Variabel pendapatan pada tabel diatas memiliki nilai thitung > trape
yaitu 2,523 > 1,986 dengan nilai signifikan 0,013 < 0,05. Dengan

demikian Hoditolak dan Haditerima. Artinya bahwa secara parsia
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variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

€) Variabel sosiadisas pada tabel diatas memiliki nilai thitung < tiape
yaitu -0,491 < 1,986 dengan nilai signifikan 0,625 > 0,05. Dengan
demikian Ho diterima dan Haditolak. Artinya bahwa secara parsia
variabel sosidlisas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

f) Variabel pengetahuan perpaakan pada tabel diatas memiliki nilai
thitung > tiape Yaitu 6,114 > 1,986 dengan nilai signifikan 0,000 <
0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Haditerima. Artinya bahwa
secaraparsial variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara
signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan.

Berdasarkan tabel 4.8 dan uraian diatas dapat disusun persamaa

regres linier berganda sebagai berikut:

Y = -2,468 - 0,55X1 + 0,452X; + 0,356X3 + 0,134X4 - 0,025Xs +
0.240Xes + €

Sumber: Sugiyono, 2014

Dari persamaan regresi linier berganda diatas maka dapat diartikan

sebagai berikut:

a) Konstanta (@) = -2,468, ini menunjukkan apabila semua
variabel bebas (kesadaran wajib paak, kualitas pelayanan
paak, sanks pgak, pendapatan, sosiaisas dan pengetahuan
perpgakan) sama dengan nol, maka besarnya tingkat

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah -2,468.
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Koefisen X1 = -0,55 ini menunjukkan bahwa variabel
kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh negatif terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan
kata lain, jika variabel kesadaran wajib pajak (X1) meningkat
sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi
dan bangunan akan menurun sebesar -0,55 satuan, dengan
asumsi variabel lain tetap.

Koefisien X2 = 0,452 ini menunjukkan bahwa variabel kualitas
pelayanan pajak (X2) berpengaruh positif terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain,
jika variabel kualitas pelayanan pajak (X2) meningkat sebesar
satu satuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan akan meningkat sebesar 0,452 satuan, dengan asums
variabel lain tetap.

Koefisien X3= 0,356 ini menunjukkan bahwa variabel kualitas
sanks pajak (X3) berpengarun positif terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain,
jika variabel sanks pagjak (X3) meningkat sebesar satu satuan
maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan
meningkat sebesar 0,356 satuan, dengan asums variabel lain
tetap.

Koefisen Xa = 0,134 ini menunjukkan bahwa variabel
pendapatan (Xs) berpengaruh positif terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain,
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jika variabel pendapatan (X4) meningkat sebesar satu satuan
maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan
meningkat sebesar 0,134 satuan, dengan asums variabel lain
tetap.

f) Koefisen Xs = -0,025 ini menunjukkan bahwa variabel
sosialisas (Xs) berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan katalain, jika variabel
sosialisas (Xs) meningkat sebesar satu satuan maka tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan menurun
sebesar -0,025 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.

0) Koefisen Xe = 0,240 ini menunjukkan bahwa variabel
pengetahuan perpajakan (Xs) berpengaruh positif terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan
katalain, jikavariabel pengetahuan perpajakan (Xe) meningkat
sebesar satu satuan maka tingkat kepatuhan wajib pajak bumi
dan bangunan akan meningkat sebesar 0,240 satuan, dengan

asumsi variabel lain tetap.

3) Uji Koefisien Korelas dan Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengkur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variabel -variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi antara nol dan satu. Jika nilai R? yang kecil berarti
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel

dependen sangatlah terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati angka satu
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menggambarkan variabel independen memberikan hamper semua
informasi yang dibutuhkan untuk memprediks variabel dependen. Hasl
dari koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinas

Model Summan}’

AdiustedR  Std. Error of Durhin-
Model R R Square Square the Estimate Watson

1 799 638 b15 1.021 1.410

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan, Kesadaran
Wajib Pajak, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak

h. Dependent Variahle: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS V24, 2020

Hasil output nilai R pada tabel 4.13 menunjukkan hasil sebesar 0,799
sebagai nilai korelas berganda yang artinya kesadaran wajib pajak,
kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisas dan
pengetahuan perpa akan memiliki keeratan hubungan yang sedang dengan
tingkat kepatuhan wajib pajak. Nilai R Sguare dan Adjusted R Square
mewakili nilai koefisien determinasi, namun dalam regresi berganda lebih
tepat menggunakan nilai Adjusted R Square sebesar 0,615 atau 61,5%.
Artinya tingkat kepatuhan wajib pgak bumi dan bangunan mampu
dijelaskan sebesar 61,5% oleh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan
pajak, sanks pajak, pendapatan, sosialisas dan pengetahuan perpajakan,
sedangkan sisanya 38,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk
kedalam penelitian ini, seperti WP bangkrut, SPPT tidak sampai pada WP,

dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah.
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4.2 Pembahasan

Setelah diberlakukannya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan
bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang telah sesuai
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah mulai
menetapkan target untuk pajak bumi dan bangunan di masing-masing daerah.
Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk ingin mengetahui bagaimana
masyarakat patuh atau tidaknya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di
Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Dimana dengan adanya
beberapa faktor-faktor yang dapat meningkatkan pajak bumi dan bangunan.
Maka dengan begitu hasil dari penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut
yang nantinya akan mensgjahterakan masyarakat dengan cara
mengembangkan lagi daerah agar menjadi lebih mau. Namun nyatanya
sebagian wajib pajak ada yang menganggap bahwa pajak bumi dan bangunan
itu memberatkan mereka dan ada pula yang senggja tidak mau membayar
pajaknya yang terutang sehingga terjadi ketidak patuhan dalam membayar
pajak bumi dan bangunan. Pemerintah daerah tentunya tidak tinggal diam
dalam menyikapi persoalan yang terjadi, dimana pemerintah daerah telah
menerapkan berbagai cara agar terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan salah satunya yaitu dengan diterapkannya sanksi pajak,
peningkatan kualitas di bidang pelayanan perpajakan, dan adanya dilakukan
sosialisas mengenai pentingnya pajak bumi dan bangunan dengan harapan
pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya pajak bumi dan bangunan akan
semakin bertambah lagi sehingga kesadaran dalam diri wajib pgak dapat

meningkat, selain itu pemerintah daerah juga memberikan keringanan ataupun
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kemudahan daam membayar pajak bagi wajib paak yang memiliki
pendapatan ataupun berpenghasilan rendah sehingga dengan begitu tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat meningkat.
Diperoleh hasil penelitian dari uji F, sehingga dapat disimpulkan bahwa
kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanks pajak, pendapatan,
sosiadlisas dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru
Kabupaten Deli Serdang. Dimana hasil dalam pendlitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman (2018) bahwa kesadaran wajib
pajak, tingkat pendidikan, dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dil akukan
Hengki Veru Purbolakseto (2013) bahwa tingkat pemahaman, tingkat
kesadaran, pelayanan perpajakan, tingkat ekonomi/ pendapatan, dan kontrol
petugas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi
dan bangunan. Dalam penelitian yang dilakukan olen Andrea Meylita
Widyasti Parera & Teguh Erawati (2017) bahwa kesadaran wajib pajak,
sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pel ayanan fiskus berpengaruh
secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Dan Syamsu Alam (2014) bahwa sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak dan
sanks pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan. Dari hasil penditian ini dapat kita ssmpulkan bahwa
adanya kesadaran wajib pajak, peningkatan kualitas pelayanan pajak, sanks
pajak yang tegas, tingkat pendapatan yang tinggi, adanya sosialisasi yang

diberikan secara rutin sehingga pengetahuan perpajakan meningkat dan
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membuat semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Dari hasil penelitian uji t bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak
tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang,
dimana hasil penelitian ini tidak sgalan dengan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Khasan Setigji & Adibatun Nisak (2017) yang menyatakan
bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan positif
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini
disebabkan tidak ada kemauan dari wajib pgjak membayar pajak sehingga
target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli
Serdang tidak tercapai.

Kemudian untuk kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif
secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
dimana hasil penelitian ini sgjalan dengan penelitian terdahulu yang telah
dilakukan oleh Hengki Veru Purbolakseto (2013) bahwa variabel kualitas
pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
dengan pemberian kualitas pelayanan yang baik sehingga mudah dimengerti
oleh wajib pgjak akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan wajib pgak merasakan
kenyamanan dan kemudahan dari pelayanan yang diberikan kepada mereka

dalam membantu melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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Kemudian untuk sanks pajak berpengaruh signifikan positif secara
parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dimana
hasil penelitian ini sggalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Andrea Meylita Widyasti & Teguh Erawati (2017) bahwa secara parsia
variabel sanks pgak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwasanya
dengan diberlakukannya sanks yang tegas kepada wajib pajak yang tidak
patuh akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan.

Kemudian pendapatan berpengaruh signifikan positif secara parsial
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dimana hasil
penelitian ini sgjalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif
Rahman (2018) bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan positif
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat
dismpulkan bahwasanya dengan pendapatan wajib pajak yang tinggi atau
berkecukupan, maka wajib pajak tidak akan kesusahan dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya, hal ini tentu sgja dapat mempengaruhi tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kemudian variabel sosidisas tidak berpengaruh dan tidak signifikan
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dimana hasil
penelitian ini tidak segjalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Syamsu Alam (2015) yang menyatakan bahwa variabel sosaisas
berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat kepatuhann wajib pajak

bumi dan bangunan. Hal ini dikerenakan kurang menyeluruhnya sosialisas
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yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang ada di Kecamatan
Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang, selain itu sosialisas yang dilakukan
oleh petugas pajak dalam menyampaikan sosialisasi perpajakan kepada
masyarakat masih kurang efektif, hal ini dikarenakan penyampaian petugas
pajak dalam mensosialisasikan pajak sangatlah rumit sehingga masih banyak
wajib pajak yang tidak mengerti tentang pesan yang disampaikan petugas
pajak pada saat mensosiaisasikan pajak. Hal inilah yang menyebabkan wajib
pajak merasa membayar pajak sangatlah susah dan prosesnya rumit sehingga
mereka lebih memilih untuk tidak membayar pajaknya. Hal inilah yang
mengakibatkan tidak tercapainyatarget pajak bumi dan bangunan.

Selain itu, variabel Pengetahuan Perpagjakan berpengaruh signifikan
positif secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan dimanahasil penelitian ini sgjalan dengan penelitian terdahulu yang
telah dilakukan oleh Yubiharto (2017) bahwa variabel pengetahuan
perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak bumi dan bangunan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak makawajib
pajak sudah pasti mengerti tentang fungsi serta pentingnya membayar pajak
bumi dan bangunan secara patuh dan tepat waktu,sehingga dengan begitu
pengetahuan perpgjakan dapat mempengaruhi dalam meningkatkan tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Dalam penelitian ini tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunanmampu dijelaskan sebesar 61,5% oleh kesadaran wajib pajak,

kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, pendapatan, sosialisas dan



113

pengetahuan perpajakan,dan sisanya 38,5% dipengaruhi oleh variabel diluar
dari penelitian ini. Sedangkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Syamsu Alam (2015) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan mampu dijelaskan sebesar 32,8% dipengaruhi oleh sosialisas pajak,
kesadaran wajib pajak dan sanks pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Hengki Veru Purbolakseto (2013) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan mampu dijel askan sebesar 27,6% dipengaruhi ol eh tingkat
pemahaman, tingkat kesadaran, pelayanan perpajakan, tingkat
ekonomi/pendapatan dan control petugas.

Dari pembahasan diatas dapat dismpulkan bahwa dengan
ditingkatkannya kesadaran wajib pajak untuk wajib pajak bumi dan bangunan
di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang mampu mempengaruhi
tingkat kepatuhan wajib pgjak bumi dan bangunan. Peningkatan kualitas
pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak mampu diterima secara baik
oleh wajib pagjak sehingga wajib pajak mengerti mengenai kewajiban
perpajakannya sehingga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dari diterapkannya sanks pajak
yang tegas bagi wajib pgjak yang tidak patuh di Kecamatan Kutalimbaru
Kabupaten Deli Serdang mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
pajak bumi dan bangunan. Dengan tingkat pendapatan yang tinggi tentunya
wajib pgjak di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang tidak merasa
kesulitan dalam membayar pajak sehingga tingkat pendapatan berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan

diadakannya sosialisasi secararutin dan menyeluruh kepadawajib pajak maka



114

wajib pajak akan semakin mengetahui pentingnya membayar pajak bumi dan
bangunan sehingga sosialisas berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak bumi dan bangunan. Dengan dilakukannya peningkatan pengetahuan
perpajakan untuk wajib pajak maka wajib pajak akan memahami peraturan
perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat
pajak yang akan berguna bagi wajib pajak itu sendiri, sehingga pengetahuan
perpajakan mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan

bangunan.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kessmpulan

Dari hasil penelitian uji hipotesis dan uji koefisien korelas dan determinasi
yang telah dilakukan di dalam pendlitian ini, maka dapat diambil kesmpulan
sebagai berikut:

1. Secara simultan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanks
pajak, pendapatan, sosialisasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh
positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Dimanasemakintinggi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi
pajak, pendapatan, sosialisas serta pengetahuan perpgjakan secara
bersama-sama akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan.

2. Secara parsial kualitas pelayanan pagjak, sanks pajak, pendapatan dan
pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak bumi dan bangunan. Dimana semakin tinggi kualitas
pelayanan pagjak, sanks pajak, pendapatan dan pengetahuan perpajakan
secara bersama-sama akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak bumi dan bangunan. Sedangkan untuk kesadaran wajib pajak dan
sosialisas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kutalimbaru
Kabupaten Deli Serdang sehingga berdampak pada tidak tercapainya

target pajak bumi dan bangunan.
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5.2 Saran

1. Diharapkan wuntuk petugas paak agar meningkatkan kualitas
pelayanannya dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib
pajak/masyarakat, karena dengan begitu wajib pajak/masyarakat akan
lebih mengerti dan tentunya akan semakin meningkatkan lagi kepatuhan
perpaj akannya dengan membayar pajak bumi dan bangunan secara rutin
dan tepat waktu

2. Kesadaran Wajib Pgjak pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli
Serdang perlu untuk ditingkatkan lagi, sehingga tingkat kepatuhan wajib
pajak bumi dan banguna di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli
Serdang akan semakin meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
yaitu dengan mewujudkan pembangunan sarana umum  Sseperti
pembangunan jalan danirigasi.

3. Sosialisas seharusnya dilakukan secara rutin dan menyeluruh hingga ke
plosok Desa yang ada di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli
Serdang dan untuk petugas pajak yang bertugas dalam mensosialisasikan
pajak, sebaiknya dalam melakukan sosialisas menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti agar wajib pgjak memahami apa yang di sampaikan
oleh petugas pajak dengan baik.

4. Pemkab Deli Serdang sebaiknya memberikan insentif bagi wajib pajak
yang patuh dan tepat waktu dalam membayar PBB berupa pengurangan
nila pgak yang dibayarkan dengan menerbitkan peraturan bupati
(perbup). Sehingga wajib pajak akan lebih patuh dan dengan senang hati

dalam membayar pajaknya.
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5. Sebaiknyatarget PBB jangan dibuat terlalu tinggi dan kiranya agar lebih
diperhatikan lagi, mengingat target penerimaan PBB yang tidak pernah
dapat tercapai khususnya pada Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli
Serdang. Hal ini tentu saja mempengaruhi wajib pajak dalam membayar
pajaknya.

6. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat |ebih memperluas ruang
lingkup penelitian seperti objek penelitian, menambah banyaknya sampel

yang akan digunakan dan juga menambah variabel penelitian.
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